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BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 57 TAHUN 2019

TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

ta. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2020

perlu ditetapkan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;

:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

._‘...‘_‘-‘_

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 7~
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4438);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

ératuran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
.' embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan
‘Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5533)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6057)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
[1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/ PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
- Nomor 678)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman

Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811)

aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
@eﬁta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655)
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15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567)

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 4 Seri D)

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor
21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah

1 Smdurbhyaadalahnhunbhyabempnh:pnmndmhﬁfuhpi
acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

2 hmmmwmmhﬂgmdﬁmwhnp&
waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen masukan kegiatan.
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b. Proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ;
¢. Ketersediaan alokasi anggaran ; dan
d. Prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
(4) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya berfungsi sebagai
batas tertinggi dan fungsi estimasi, besaran biaya yang dianggarkan dan

dibiayai SKPD disesuaikan dengan teknis pelaksanaan oleh SKPD dan
kemampuan keuangan SKPD

Pasal 3

(1) Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari Standar
Biaya Belanja Tidak Langsung dan Standar Biaya Belanja Langsung,.

(2) Standar Biaya Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
gsung & P Y
(1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Standar Biaya Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Standar Biaya yang tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan
lampiran III merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas
tertinggi, dikecualikan terhadap satuan biaya yang berfungsi sebagai
estimasi.

(5) Standar biaya yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berlaku terhadap satuan biaya tiket pesawat yang tercantum
dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

(6) Terhadap standar biaya yang besaran nilainya ditetapkan oleh pihak lain,
seperti PNBP, Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan,Pajak, Retribusi, Biaya
Pendidikan dan Latihan dan lainnya dapat mengacu kepada standar yang
ditetapkan oleh pihak lain tersebut sebagai batas tertinggi.

(7) Terhadap standar biaya yang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya

| sudah ditentukan seperti kegiatan yang sumber dananya bersumber dari
DAK, Hibah, dan sejenisnya,dapat mengacu kepada standar yang telah
ditetapkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan tersebut
sebagai batas tertinggi.

.

(8) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan tidak tercantum dalam
A Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat ini, SKPD terkait dapat
mengajukan usulan Standar Biaya Khusus kepada Bupati Pasaman Barat
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 57 Tahun 2019
TANGGAL : 10 Oktober 2019
TENTANG : Standar Biaya Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun
Anggaran 2020
BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai
1.1. Gaji dan Tunjangan
1.1.1. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
11.1.1.Gaji PNS dibayarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan
1.1.1.2. Pengaturan tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000
1.1.1.3. Gaji Pokok Kepala Daerah berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2000
sebagai berikut :
1.1.1.3.1. Bupati Rp. 2.100.000,-
1.1.1.3.2. Wakil Bupati Rp. 1.800.000,-
1.1.14. Uang Representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan
setiap bulan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagai berikut :
1.114.1. Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok
Bupati
11.1.4.2. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% (delapan
puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD
1.1.14.3. Uang Representasi anggota DPRD adalah sebesar 75%

(tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua
DPRD

1.1.2. Tunjangan Keluarga
1.12.1.Kepala Daerah, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan
Tunjangan Keluarga
1.1.2.2. Tunjangan Keluarga terdiri dari :
1.1.2.21. Istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok
1.1.2.2.2. Anak sebesar 2% (dua persen) dari Gaji Pokok

1.1.3. Tunjangan Jabatan

1.1.3.1. Tunjangan Jabatan Kepala Daerah berdasarkan Keppres Nomor 68
Tahun 2001 :
1.13.1.1. Bupati Rp. 3.780.000,-/bulan
1.1.3.1.2. Wakil Bupati Rp. 3.240.000,-/bulan

1.1.3.2. Tunjangan Jabatan DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017, 7[—
untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 145% (seratus
empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi

LAMPIRAN | - STANDAR BIAYA BELANJA TIDAK LANGSUNG 1
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1.1.3.3. Tunjangan Jabatan Struktural diberikan kepada PNS sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundangan

1.1.4. Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional diberikan kepada PNS dibayarkan sesuai dengan
Peraturan Perundangan yang berlaku

1.1.5. Tunjangan Fungsional Umum

L15.1. PNS yang tidak menerima Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan
Jabatan Fungsional atau Tunjangan yang dipersamakan dengan
Tunjangan jabatan diberikan Tunjangan umum berdasarkan ketentuan
yang berlaku

1.1.5.2. PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Tunjangan Fungsional umumnya
mulai bulan ke tujuh setelah mengikuti pelaksanaan Tugas Belajar
tidak dibayarkan lagi sesuai maksud Perdirjen Perbendaharaan

Nomor Per-26/PB/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan
Umum PNS, Polri, TNI

1.1.6. Tunjangan Beras
1.1.6.1. Tunjangan Beras untuk PNS dibayarkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

1.1.6.2. Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama
dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS

1.1.7. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

1.1.7.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepala Daerah dan PNS atas penghasilan
Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Tunjangan Jabatan,
dibebankan pada APBD

1.1.7.2. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas
Penghasilan Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan
Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia
Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran,
Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan
lainnya dibebankan pada APBD

1.1.7.3. Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepala Daerah, PNS, Pimpinan dan
Anggota DFRD atas penerimaan lain diluar ketentuan pada angka
1171 dan 1.1.7.2 pembebananya disesuaikan dengan ketentuan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

1.1.8. Pembulatan Gaji
Pembulatan gaji ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

LAMPIRAN 1: STANDAR BIAYA BELANJA TIDAK LANGSUNG 2
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1.1.9. luran Asuransi Kesehatan
1191, luran Asuransi Keschatan PNS, Pejabat Negara dan DPRD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaran Barat dianggarkan pada
SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan sesuai Peraturan Presiden

Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2019

1.1.10. Uang Paket
Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan
berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 adalah sebesar 10% (sepuluh persen)
dari Uang Representasi yang bersangkutan

1.1.11. Tunjangan Badan Musyawarah

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah

sebagai berikut :

1.1.11.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tumjangan
Jabatan Ketua DPRD

1.1.11.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD

1.1.11.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD

1.1.11.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRED

1.1.12. Tunjangan Komisi

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi sebagai berikut: -

1.1.12.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD

1.1.12.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD

1.1.12.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD

1.1.12.4. Anggota sebesar 3% (figa persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD

1.1.13. Tunjangan Badan Anggaran
Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Anggaran sebagai
berikut :
1.1.13.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan

Ketua DPRD 71
1.1.13.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan _

Ketua DPRD

1.1.13.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD

1.1.13.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD
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1.1.14.

1:3:315.

1.1.16.

LAMPIRAN | : STANDAR BIAYA BELANJA TIDAK LANGSUNG

Tunjangan Badan Kehormatan

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan

sebagai berikut ;

L.1.14.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD

L1.14.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD

1.1.14.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD

1.1.14.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan

Lainnya sebagai berikut :

1.1.15.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD

1.1.15.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD

1.1.15.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD

1.1.15.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD

Tunjangan Perumahan

1.1.16.1. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah
Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang
bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan

1.1.16.2. Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.16.1
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan
terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji

1.1.16.3. Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud angka
1.1.16.2 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku

1.1.16.4. Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan sebagaimana
dimaksud pada angka 1.1.16.2 tidak termasuk Mebel, Belanja
Listrik, Air, Gas, dan Telepon

1.1.16.5. Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud angka
1.1.16.2 tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

1.1.16.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan

sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.16.3 ditetapkan dengan

Peraturan Bupati

.“-“ "
k.
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1.1.16.7. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai
Pimpinan dan/atau anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya
diberikan salah satu Tunjangan Perumahan

1.1.16.8. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya
menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada
daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan

1.1.16.9. Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan
sementara, tidak diberikan Tunjangan Perumahan

1.1.17. Tunjangan Transportasi

11.17.1. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan
diberikan Tunjangan Transportasi

1.1.17.2. Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD
yang belum memiliki kendaraan dinas, diberikan dalam bentuk
uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpah/janji

1.1.17.3. Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan sebagaimana
dimaksud pada angka 1.1.17.2 tidak termasuk biaya perawatan dan
biaya operasional kendaraan dinas jabatan

1.1.17.4. Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud angka
1.1.17.2 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku

1.1.17.5. Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud angka
11172 tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

1.1.17.6. Ketentuan lebih lanjut tentang besaran Tunjangan Transportasi
diatur dalam Peraturan Bupati

1.1.17.7. Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan
sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi

1.1.18. Tunjangan Reses
1.118.1. Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD
1.1.18.2. Pemberian Tunjangan Reses dilakukan dengan ketentuan :
11.182.1. Kelompok kemampuan keuangan tinggi, paling banyak
7 (tujuh) kali Uang Representasi ketua DPRD
1.1.18.2.2. Kelompok kemampuan keuangan sedang, paling
banyak 5 (lima) kali Uang Representasi ketua DPRD
1.1.1823. Kelompok kemampuan keuangan rendah, paling
banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi ketua DPRD

1.1.19. Uang Jasa Pengabdian
1.1.19.1. Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau
mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian yang

e ———————————————————————————
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disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Aggota DPRD
dengan ketentuan :
1.1.19.1.1. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu)
tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu)
bulan Uang Representasi
1.1.19.1.2. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang
Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi
1.1.19.1.3. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang
Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi
1.1.19.1.4. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan
Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang
representasi
1.1.19.1.5. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan
Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling
banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi
1.1.19.2. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang
Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada poin 1.1.18.1
diberikan kepada ahli warisnya
1.1.19.3. Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang
bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1.1.19.4. Dalam hal Pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan
tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian

1.1.20. Dana Operasional Pimpinan DPRD
1.1.20.1. Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada
Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan

kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD
dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari

1.1.20.2. Penganggaran Dana Operasional dengan ketentuan sebagai
berikut :
1.1.20.2.1. Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan
Daerah sebagai berikut :
1.1.20.2.1.1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali dar1 uang
representasi Ketua DPRD
1.1.20.2.1.2.Sedang, paling banyak 4 (empat) kali dari
uang representasi Ketua DPRD
1.1.20.2.1.3.Rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang
representasi Ketua DPRD
1.1.20.2.2. Wakil Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan
keuangan Daerah sebagai berikut :
1.1.20.2.2.1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali dari
Uang Representasi Wakil Ketua DPRD

= T T T T T T A PR R T A e e e————————
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1.1.20.2.2.2.Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima)
kali dari Uang Representasi Wakil Ketua
DPRD
1.1.20.2.23. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima)
kali dari Uang Representasi Wakil Ketua
DPRD
1.1.20.3. Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada angka
1.1.3.2. dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
1.1.20.3.1.80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus
untuk semua biaya atau disebut Lumpsum; dan
1.1.20.3.2. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana
Operasional lainnya.
1.1.20.4. Pengguna Dana Operasional Pimpinan berdasarkan pertimbangan
kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat
dan efesiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan
pribadi
1.1.20.5. Penentuan Klasifikasi kemampuan keuangan daerah dan besaran
Tunjangan Komunikasi intensif dan Dana Operasional Pimpinan
diatur dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

1.1.21. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1.1.21.1. Kepada Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNSD
diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja
1.1.21.2. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas resiko

kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan,
santunan, dan Tunjangan cacat

1.1.21.3. Besaran Iuran JKK mengacu pada PP Nomor 70 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017
1.1.21.4. JKK dianggarkan di SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan

1.1.22. Jaminan Kematian (JKM)

1.1.22.1. Kepada Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNSD
diberikan Jaminan Kematian

1.1.22.2. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian
bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian

1.1.22.3. Besaran iuran JKM mengacu pada PP Nomor 70 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017

1.1.22.4. JKM dianggarkan di SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan

1.2. Tambahan Penghasilan PNS
1.2.1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1211 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diatur dalam
Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil. /
ol
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1212, Dalam hal terjadi perubahan ketentuan mengenai Tambahan
Penghasilan PNS dalam tahun berjalan, maka ketentuan
mengenai tambahan penghasilan PNS mengikuti aturan tersebut

1.2.2. Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD

Tambahan penghasilan bagi Guru PNSD non sertifikasi dibayarkan sesuai
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

. 1.2.3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif kepada

Pembina Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 1
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Kepada Pembina Pengelolaan Keuangan Daerah

No Uraian Satuan Biaya (Rp)
1. | Pengelola OB 3.750.000,-
2. | Wakil Pengelola OB 3.500.000,-
| 3. | Koordinator OB 3.250.000,-
4. | Sekretaris OB 3.000.000,-
5. | Wakil Sekretaris OB 2.750.000,-
6. | Anggota OB 2.250.000,-
7. | Sekretariat Golongan IV dan III OB 1.500.000,-
8. | Sekretariat Golongan I dan Il OB 1.250.000,-

1.2.4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif kepada Aparat
Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat

Tabel 2
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

[ No Uraian Satuan | Biaya (Rp) |
1. | Penanggungjawab OB 3.250.000,- |
2. | Sekretaris/Koordinator/ Wakil OB 2.250.000,-
Penanggungjawab/Inspektur Pembantu
3. | Pengendali Teknis/ Auditor Madya/ OB 2.000.000,-
P2UPD Madya
4. | Ketua Tim/Auditor Muda/P2UPD OB 1.750.000,-
‘ | Muda/Eselon IV
5. | Anggota/Auditor Pertama/ Auditor OB 1.500.000,- Z
Terlampir/P2UPD Pertama :
6. | Sekretariat Golongan IV dan III OB 1.250.000,- /
| 7. | Sekretariat Golongan I dan II OB 1.000.000,-
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1.2.5 Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD

Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD dibayarkan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
1.3.1 Tunjangan Komunikasi Intensif
1311 Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD
13.1.2 Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dilakukan dengan
ketentuan :
1.3.1.2.1 Kelompok kemampuan keuangan tinggi, paling banyak 7
(tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD
1.3.1.2.2 Kelompok kemampuan keuangan sedang, paling banyak 5
(lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD
1.3.1.2.3 Kelompok kemampuan keuangan rendah, paling banyak 3
(tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD

1.3.2 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah diberikan Tunjangan Operasional berupa biaya

Penunjang Operasional, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli

Daerah sebagai berikut :

1.3.21 Sampai dengan Rp. 5 Milyar paling rendah Rp. 125.000.000,- (seratus
dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga
persen)

1322 Diatas Rp.5 Milyar sampai dengan Rp. 10 Milyar paling rendah
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi
sebesar 2 % (dua persen)

13.2.3 Diatas Rp. 10 Milyar sampai dengan Rp. 20 Milyar paling rendah
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar
1,50% (satu koma lima puluh persen)

1.3.24 Diatas Rp. 20 Milyar sampai dengan Rp. 50 Milyar paling rendah
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar
0,80% (nol koma delapan puluh persen)

1.3.2.5 Diatas Rp. 50 Milyar sampai dengan Rp. 150 Milyar paling rendah
Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar
0,40% (nol koma empat puluh persen)

1.3.2.6 Diatas Rp. 150 Milyar paling rendah Rp. 600.000.000,- (enam ratus
juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen)
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; sentif Pajak dan Retribusi Daerah

1.4.1 Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibayarkan
dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif, Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

14.2 Insentif Pajak Daerah dianggarkan pada SKPD Pengelola Pajak Daerah,

sedangkan Insentif Retribusi Daerah tersebar pada SKPD

1.4.3 Dalam hal insentif pajak dan retribusi daerah telah diperhitungkan dalam

komponen perhitungan TPP PNS, maka insentif pajak dan retribusi daerah
untuk PNS tidak diberikan lagi.

lanja Hibah

gunakan untuk hibah dalam bentuk uang dengan mempedomani Peraturan
teri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
ituan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
gaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 123 Tahun
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
wn 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
iggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

2lanja Bantuan Sosial

pergunakan untuk Bantuan Sosial dalam bentuk uang dengan mempedomani
raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
1 dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
erah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
enteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
A Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

faturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
mberian Hibah dan Bantuan Sosial.

2lanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Nagari

2lanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari
endapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Pemerintah Nagari paling
dikit 10 % (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten.

tlanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa l
elanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang :
ersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Nagari, Alokasi Dana Desa dari APBD /
APBN dan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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ja Tidak Terduga
"tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
imaaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup,
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR i 57 Tahun 2019

TANGGAL : 10 Oktober 2019

TENTANG i Standar Biaya Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun
Anggaran 2020

BELANJA LANGSUNG

elanja Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
1. Besaran Belanja Jasa THL dan FIT

Tabel 1
3 Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas
| No | Uraian Satuan Biaya(Rp)
1 | Dokter OB 3.500.000,-
2 | Apoteker OB 3.000.000,-
3 | Dokter Spesialis OB 5.000.000,-
4 | Dokter Hewan OB 3.000.000,-
|5 | Tenaga Harian Lepas Lainnya OB 850.000 -
Tabel 2
Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap
I\No_ _ Uraian Satuan Biaya(Rp)
L. | Pegawai Tidak Tetap OB 1.050.000,-

. Penjelasan Jasa THL dan PTT

1.2.1. Pembayaran jasa THL diberikan setiap bulannya dengan kontrak kerja
antara THL dengan kepala SKPD

1.2.2. Kontrak kerja sebagaimana dimaksud angka 1.2.1 diusulkan oleh kepala
SKPD kepada Bupati cq Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, untuk dilakukan kajian dan analisis oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan diajukan
kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

1.2.3. Penganggaran Jasa THL dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok
belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa kantor,
rincian objek belanja jasa tenaga lepas.

1.24. Pembayaran Jasa PTT diberikan setiap bulannya yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan ditindak lanjuti dengan surat perjanjian kerja dengan
Kepala SKPD berkenaan.

12.5. Penganggaran jasa PTT dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok belanja /
langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium non PNS, rincian “)L
objek belanja Pegawai Honorer/ TidakTetap.

1.26. Pembayaran Jasa THL dan PTT maksimal 12 (dua belas) bulan dan dapat
diberikan pembayaran untuk bulan ke 13 (tiga belas) sesuai kemampuan
keuangan daerah.
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1.2.7. Pembayaran luran Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
K'ematlan (JKM) diberikan kepada Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai
Tidak Tetap (PTT) sesuai ketentuan yang berlaku,

»
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an Biaya Makan dan Minum dan Uang Lembur PNS, PTT dan THL
Satuan Uang Makan PTT

2.1.1. Besaran Satuan Uang Makan PTT

’Tabel 3 )
Besaran Uang Makan PTT
No Uraian Satuan Biaya (Rp)
. | PTT OH 25.000,-

2.1.2. Penjelasan Satuan Uang Makan Pegawai Tidak Tetap ( PTT )

2.1.2.1. Satuan biaya uang makan PTT merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan PTT yang
dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dengan melampirkan print
out absensi.

2.1.2.2. Penganggaran uang makan PTT dialokasikan pada kegiatan masing-
masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja
pegawai, objek belanja uang makan dan minum harian Non PNS,
rincian objek belanja uang makan dan minum harian Non PNS

2. Satuan Biaya Uang Lembur PNS, PTT dan THL
2.2.1. Besaran Biaya Uang Lembur

Tabel 4
Besaran Uang Lembur
No Uraian Satuan Biaya (Rp)
1 | Golongan IV @) 15.000,-
2 | Golongan III QJ 12.500,-
3 | GolonganII O] 10.000,-
4 | GolonganI Q] 9.000,-
5 | THLdan PTT O] 9.000,-

2.2.2. Penjelasan Uang Lembur PNS, PTT dan Tenaga Harian Lepas

22.2.1. Uang Lembur nicrupakan Kompensasi bagi PNS Non Struktural,

THL dan PTT yang melakukan ketja lembur berdasarkan Surat
Perintah dari pejabat yang berwenang.

2222. PNS Non Struktural, THL dan PTT yang dltugaskan untuk
melaksanakan lembur dapat dibayarkan setelah bekerja lembur
diatas 2 (dua) jam perhari yang dibuktikan dengan print out absensi
setiap kerja lembur.

2.2.23. Penganggaran uang lembur PNS non struktural dialokasikan pada
kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung,
jenis belanja pegawai, objek belanja uang lembur, rincian objek v
belanja uang lembur PNS, '

2224. Penganggaran uang lembur THL dan PIT dialokasikan pada
kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung,
jenis belanja pegawai, objek belanja uang lembur, rincian objek
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belanja uang lembur PNS Non Struktural, dan rincian objek belanja
uang lembur Non PNS.
Penganggaran uang lembur khusus untuk petugas piket pada cuti

hari Lebaran dibayarkan 150% dengan maksimal jam kerja 12 jam
perhari.

22285.

Satuan Belanja Makan dan Minum lembur
2.3.1. Besaran Belanja Makan dan Minum Lembur PNS dan Tenaga Harian Lepas

Tabel 5
Besaran Belanja Makan Dan Minum Lembur
No Uraian Satuan Biaya (Rp)
1. [ PNS, PTT dan THL OH 20.000,-

232. Penjelasan Belanja Makan dan Minum Lembur PNS, PIT dan Tenaga

Harian Lepas

23.21. Belanja makan dan minum lembur diberikan dalam bentuk
makanan dan minuman bagi PNS, THL dan PTT setelah bekerja
lembur paling kurang 2 jam dan diberikan maksimal 1 kali sehari

2322, Penganggaran belanja makan dan minum lembur PNS, THL dan
PTT dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada
kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa,objek

belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan
minuman lembur

‘Satuan Uang Makan Minum Tagana dan Rescue Team
24.1. Besaran Uang Makan Minum Tagana Dan Rescue Team

Tabel 6
Besaran Uang Makan Minum Tagana Dan Rescue Team
No Uraian Satuan Biaya (Rp)
1. Uang Makan dan Minum Tagana OH 50.000,-
'r ‘ dan Rescue Team

2.4.2. Penjelasan Uang Makan Dan Minum Tagana Dan Rescue Team

24.2.1. Uang makan dan minum Tagana dan Rescue Team diberikan dalam
melakukan tugas saat terjadi bencana

2422 Penganggaran belanja uang makan dan minum Tagana dan Rescue
Team dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok
belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja uang makan dan

minum harian non PNS, rincian objek belanja uang makan dan minum
harian non PNS l
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uan Uang Makan Piket
1. Besaran Uang Makan Piket

No

Tabel 7
Besaran Uang Makan Piket
Uraian Satuan Biaya (Rp) J
Uang Makan Piket Malam OH 25.000,- |

5.2. Penjelasan Satuan Uang Makan Piket

2.5.21. Pemberian uang makan piket diberikan kepada petugas piket yang
berstatus Tenaga Harian Lepas untuk melakukan pekerjaan pada
malam hari yang dibuktikan dengan daftar piket dan surat tugas
dari Pimpinan SKPD untuk pelaksanaan tugas malam

2.5.2.2. Penganggaran uang makan piket dialokasikan pada kegiatan SKPD
terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai,objek
belanja uang makan dan minum harian non PNS, rincian objek

belanja uang makan dan minum harian non PNS

tuan Belanja Makan dan Minum
2.6.1. Besaran Belanja Makan Dan Minum

Tabel 8
Besaran Belanja Makan dan Minum
Uraian Satuan Biaya (Rp)
Snack /orang 10.000,-
Makan /orang 20.000,-

2.6.2. Besaran Belanja Makan dan Minum pada tabel 8 dialokasikan untuk
Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Seminar, Workshop, Focus Group Discussion

atau sejenisnya, perlombaan, pertandingan, pameran atau sejenisnya, Tim
Ramadhan, rapat Lingkup SKPD yang melibatkan masyarakat dan
pengamanan dalam Rangka Penyampaian Aspirasi dari Masyarakat

.3. Khusus Pelaksanaan Rapat SKPD dan lintas SKPD yang hanya melibatkan

PNS, tidak diberikan makan, hanya diberikan Snack yang besaran biayanya

sesuai dengan tabel 8

atuan Belanja Makan dan Minum Tamu VVIP
7.1. Besaran Belanja Makan dan Minum Tamu VVIP

Tabel 9
Besaran Belanja Makan dan Minum Tamu VVIP

Uraian Satuan Biaya (Rp) /
Sarapan (min. 2 Jenis Makanan) /Orang 40.000,- ~f
Makan Prasmanan (termasuk /Orang 60.000,-
buah - buahan)
Snack /Orang 15.000,-

IN Il - STANDAR BIAYA BELANJA LANGSUNG 5

Scanned with CamScanner



2.7.2. Penjelasan Belanja Makan dan Minum Tamu VVIP

27.2.1. Belanja makan dan minum tamu VVIP khusus untuk penjamuan
pada rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD
dan hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD

2.7.2.2. Penganggaran belanja makan dan minum tamu VVIP dialokasikan
pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa,objek
belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan
minuman tamu

2.7.23. Kriteria tamu VVIP yaitu Tamu dari Kementerian Lembaga, Kepala
Daerah, BUMN dari Pusat dan Provinsi, Anggota DPR RI, DPD,
DPRD Provinsi

.8. Satuan Belanja Makan dan Minum Tamu VIP
2.8.1. Besaran Belanja Makan Dan Minum Tamu VIP

Tabel 10
Besaran Biaya Konsumsi Tamu VIP
No Uraian Satuan Biaya(Rp)
1 | Sarapan (min. 2 Jenis Makanan) /Orang 30.000,-
2 | Makan Prasmanan (termasuk buah - /Orang 55.000,-
buahan)
3 [ Snack /Orang 15.000,-
4 | Nasi Kotak /Orang 27.000,-

2.8.2. Penjelasan Biaya Makan dan Minum TamuVIP

2.8.2.1. Belanja makan dan minum tamu VIP untuk penjamuan pada rumah
dinas Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, tamu dari
DPRD Kabupaten/Kota lain dan rapat - rapat Forkopimda dapat
dianggarkan pada SKPD

2.8.2.2. Penganggaran belanja makan dan minum tamu VIP dialokasikan
pada SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja
barang dan jasa,objek belanja makanan dan minuman, rincian objek
belanja makanan dan minuman tamu

2.8.2.3. Khusus untuk paripurna ulang tahun Pasaman Barat dapat
menggunakan standar belanja makan dan minum tamu VIP

Satuan Belanja Makan dan Minum untuk keperluan Rumah Tangga
Pimpinan DPRD diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati

Besaran Satuan Belanja Makan dan Minum kegiatan Pemerintah Daerah yang
diselenggarakan diluar daerah Kabupaten Pasaman Barat, besaran belanja
makan dan minum tersebut mengacu kepada harga pasar daerah tempat
pelaksanaan kegiatan tersebut

~—
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| Biaya Pakaian Dinas Dan Atributnya

« Umum Pengadaan Pakaian Dinas

‘Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian

dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.

Pengadaan pakaian dinas PNS, PIT dan Tenaga Harian  Lepas

langgarkan  pada  masing-masing  SKPD  maksimal 1 (satu)

jenis/pegawai/tahun

3 Bentuk, model dan warna pakaian dinas mengacu pada ketentuan yang

mengatur tentang pakaian dinas, baik pusat maupun pemerintah

daerah.

Penyediaan pakaian dinas dilaksanakan secara selektif  dengan

ketentuan sebagai berikut:

3.1.4.1 Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati pada awal
pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian
dinas pegawai

3.1.4.2 Dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak
terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian
dinas, biaya pakaian dinas dapat dialokasikan apabila ada
aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pengadaan pakaian
dimaksud.

Satuan biaya pakaian dinas lapangan sudah termasuk perlengkapannya

(Misalnya : Sepatu, Baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Pluit,

Kaos Kaki, Topi, Kaos Security, dan atribut lainnya)

Satuan biaya pakaian kerjalapangansudah termasuk perlengkapannya

(misalnya : Sepatu, Baju, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Pluit,

Kaos Kaki, Topi, Kaos Security, dan atribut lainnya)

Satuan biaya pakaian dinas Dokter berupa jas diperuntukan bagi

dokter yang bekerja pada Instansi pemerintah

Satuan Biaya Pakaian Perawat diperuntukan bagi perawat yang bekerja

pada instansi pemerintah.

Satuan Biaya Pakaian Dinas
3.2.1 Besaran Biaya Pakaian Dinas

Tabel 11

_ Besaran Biaya Pakaian Dinas
[No Uraian Satuan Besaran
. PNS, THL | Satpol pp /Dishub
i dan PTT | /Banpol pp /Tagana
i 1. Pakaian Dinas Harian Stel/th 600.000,- 650.000,-
] 2. Pakaian olahraga Stel/th 400.000,-
| 3. | Pakaian PDH Putih Hitam | Stel/th |  600.000,-

4. | Pakaian Muslim/ Stel/th 450.000,-

Batik /Khas Daerah
5. Pakaian Korpri Stel/ th 450.000,-
'ﬁ'l: STANDAR BIAYA BELANJA LANGSUNG 7
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. Penjelasan Biaya Pakaian Dinas

3221 Penganggaran pakaian dinas harian dialokasikan pada kegiatan

masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis

belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan

atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas harian

2 Penganggaran pakaian olahraga dialokasikan pada kegiatan

masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis

belanja barang dan jasa,objek belanja pakaian khususdanhari-

haritertentu, rincian objek belanja pakaian olahraga

32.23 Penganggaran pakaian dinas harian putih hitam dialokasikan
pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja
langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian
dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas harian

3.22.4 Penganggaran pakaian muslim dialokasikan pada kegiatan
masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis
belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-
hari tertentu, rincian objek belanja pakaian muslim

3.2.2.5 Penganggaran pakaian KORPRI dialokasikan pada kegiatan
masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis
belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-
hari tertentu, rincian objek belanja pakaian Korpri

3.2.2.6 Penganggaran pakaian batik  dialokasikan pada kegiatan
masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis
belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-
hari tertentu, rincian objek belanja pakaian batik tradisional

3.2.2.7 Penganggaran pakaian khas daerah dialokasikan pada kegiatan
masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis
belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-
hari tertentu, rincian objek belanja pakaian adat daerah

Satuan Biaya Pakaian Dinas Lapangan
3.3.1 Besaran Biaya Pakaian Dinas Lapangan

Tabel 12
Besaran Biaya Pakaian Dinas Lapangan
Uraian Satuan | Besaran(Rp)
Satpol PP/Dishub/ Banpol PP/ Tagana/ | Stel/th 950.000,-
TRC/ Pusdalops PB/ Satpam
Pakaian Dinas Dokter PNS dan THL Stel/th 850.000,-
Pakaian Dinas Perawat PNS dan THL Stel/th 650.000,-
)1 STANDAR BIAYA BELANJA LANGSUNG P
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plasan Satuan Biaya Pakaian Dinas Lapangan

A Penganggaran pakaian dinas lapangan dialokasikan pada kegiatan
masing-masing SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis
h barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan atributnya,
netan objek belanja pakaian dinas lapangan

Pakaian Kerja Lapangan
va Pakatan Kerja Lapangan

Tabel 13
Besaran Biaya Pakaian Kerja Lapangan

= ~ Uraian Satuan l Besaran(Rp)
Katan Kerja Lapangan, Labor dan Stel/th | 950.000,-
thengkelan _

kar  Stel/th | 950,000, |

na I'_l@*m'u(- Stel/th I 950,000, -

ian Dinas Malam RSUD Stel/th | 500.000.-

lasan Satuan Biaya Pakatan Kerja Lapangan

M2.1. Penganggaran pakatan kerja lapangan dialokasikan pada kegiatan
SKPPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang
dan jasa, objek belanja pakaian kerja lapangan, rincian objek belanja
pakaian kerja lapangan

n Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati
Besaran Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Tabel 14
Satuan Biava Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

. Unian Biaya (Rp) =~ Keterangan ‘

_P_.\k.mm Dinas Upacara Lengkap | 10.000.000- | 1 Stel | engkap i

' Pakaian Sipil Lengkap | 5.000.000,- | 1 Stel Lengkap

| Pakaian Sipil Resmi | 5.000.000,- | 1Stel Lengkap
Pakaian Dinas Harian Lengan 6.500.000,- = 1 Stel Lengkap

__'.m ang H vuﬁk.ul‘ . ‘

| Pakaian Dinas Harian ' 3.000.000,- | 1 Stel 1 engkap

_}_‘.\l:lyll\ Berciri Khas Daerah _ 2 500.000 | 1Seell engkap

—I‘.nl.u.m Batik Nusantara . 2 500000 - _ 1 Stel 1 1-,1$L,;1‘

ﬁkamn Olahraga Lenghap { 5.000.000 - ! 1 Seel | "nﬁl\"F
Pakaian Khusus Lainya _ 2 500.000 1 Stel | engkap

Penjelasan Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

3521 Satuan Biaya Pakaian Dinas Upacara Lengkap sudah termasuk
perlengkapannya antara lain : Topi Warna Hitam, Tanda Pangkat
Upacara, Dasi, Papan Nama, Jas Warna Putih, Celana Panjang Warna

Putih, Kemeja Putih, Sepatu Hitam, dan atribut lainnya
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3.5.2.2 Satuan Biaya Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Lengkap antara
lain :Baju Dinas Harian Lengan Panjang, Celana dan Sepatu.

3.5.2.3 Satuan Biaya Pakaian Olah raga Lengkap antara lain @ Baju Olah Raga,
Celana Olah Raga dan Sepatu

3524 Penganggaran Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati dialokasikan
pada SKI'D terkaitpada kelompok belanja langsung, jenis belanja
barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan atributnya, rincian
objek belanja pakaian dinas KDH dan WKDH

uan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
6.1 Besaran Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

Tabel 15
Satuan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

Uraian Satuan Biaya Keterangan
(Rp)/Berat
Pakaian Sipil Lengkap | /pasang | 3.000.000,- | 2 pasang dalam 5 tahun
Pakaian Sipil Resmi /pasang | 2.750.000,- | 1 pasang dalam 1 tahun

Pakaian Sipil Harian /pasang | 1.500.000,- | 2 pasang dalam 1 tahun
Pakaian Dinas Harian | /pasang | 1.000.000,- | 1 pasang dalam 1 tahun
Lengan Panjang
Pakaian Berciri khas /pasang | 1.000.000,~ [ 1 pasang dalam 1 tahun
daerah
Pin Emas Lambang Gram/org 7,5 Harga Pasar diberikan
Daerah 1 kali/ periode

Penjelasan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
3.6.2.1 Penganggaran pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD
dialokasikan pada Sekretariat DPRD pada kelompok belanja
langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian
dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas DPRD

1 : STANDAR BIAYA BELANJA LANGSUNG
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a Pemeliharaan
atuan Biaya Pemeliharaan Alat Kantor
1.1 Besaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

Tabel 16
Besaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor
Uraian Satuan Biaya(Rp) |
Biaya Pemeliharaan Personal /Unit/Thn 730.000,-
Komputer/Laptop/Note book
__| Biaya Pemeliharaan Telephone /Unit/Thn 350.000,-
.| Biaya Pemeliharaan Mesin Tik /Unit/Thn 250.000,-
._| Biaya Pemeliharaan Telephone sentral /Unit/Thn 2.000.000,-
.| Biaya Pemeliharaan Fax /Unit/Thn 750.000,-
.| Biaya Pemeliharaan HT /Unit/Thn 300.000,-
. | Biaya Pemeliharaan Printer /Unit/Thn 690.000,-
. | Biaya Pemeliharaan AC
- ACSplit /Unit/Thn 610.000,-
- ACStanding Floor /Unit/Thn 1.200.000,-
- AC Sentral /Unit/Thn 3.000.000,-
.. | Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi /Unit/Thn 6.000.000,-
0. | Biaya Pemeliharaan Sound Sistem
- Orgen/ Piano /Unit/Thn 3.000.000,-
- Mixer dibawah 12 chanel /Unit/Thn 750.000,-
- Mixer diatas 12 chanel /Unit/Thn 1.000.000,-
- Speaker diatas 18 inchi /Unit/Thn 500.000,-
- Speaker dibawah 18 inchi /Unit/Thn 350.000,-
- Power Supply orgen /Unit/Thn 500.000,-
- Amplifier orgen /Unit/Thn 500.000,-
Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil /Unit/Thn 7.190.000,-
dari 50 KVA
2. | Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA /Unit/Thn 8.640.000,-
3. | Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA /Unit/Thn 10.150.000,-
: Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA /Unit/Thn 10.780.000,-
5. | Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA /Unit/Thn 13.260.000,-
b. | Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA /Unit/Thn 14.810.000,-
17. | Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA /Unit/Thn 15.850.000,-
8. | Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA /Unit/Thn 16.790.000,-
19. | Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA /Unit/Thn 17.760.000,-
0. | Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA /Unit/Thn 20.960.000,-
Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA /Unit/Thn 22.960.000,-
Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA /Unit/Thn 25.620.000,-
Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA /Unit/Thn 31.770.000,- |

4.1.2 Penjelasan Pemeliharaan Alat Kantor
4.1.2.1 Biaya pemeliharaan alat kantor sudah termasuk belanja suku

cadang /
4.1.2.2 Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan £

bahan bakar minyak i §
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4123 Biaya pemeliharaan  peralatan kantor lainnnya yang belum
terakomaodir pada daftar diatas dapat menyesuaikan dengan
harga pasar saat dilakukan pemeliharaan

aya Pemeliharaan Gedung,

tuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan  Daerah dialokasican

.'fuk:

12.1.1 Gedung/ bangunan milik Pemerintah Daerah
1,2.1.2 Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau di
pinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang
adanya  kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan

pemeliharaan

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Tabel 17
Besaran Btaya I-"ernahharaan Kendaraan Dinas
Merk Kendaraan/CC Pembuatan s/d Pembuatan
_ | Tahun 2010 diatas tahun 2010
Toyota | Land C ruise r_pradn 26.%50.000,- 24.250.000,- |
Toyota Furlunt*r/l fonda CRV ~26.350.000, | 24.250.000,- |
Mitsubishi L-300 ] - 13.225.000,- 12.700.000,- |
" | Toyota Kijang LSX/LGX/Krista | 12.700.000,- 9.550.000,- |
| Toyota Avanza/Daihatsu Xenia 12.650.000,- 11.125.000,- |
Toyota Altis B By 16.325.000,- 15.325.000,- |
| Suzuki Crand Vtmra A I 14.983.750,- 12.883.750,-
. | Toyota Kugr}b_l_nno\{a ! L &= 16.325.000,- 15.325.000,-
| Isuzu Panther i 15.325.000),- 13.225.000,- |
Toyota Camry T 18.217.504), - 16.325.000,- |
. | Toyota Rush 13.217.500,- 11.255.000,- |
. | Daihatsu Terios 13.217.500,- | 11.255.000,- |
. | Nisan Evalia | | 11.125.000,-
. | Suzuki APV " 12.650.000,- | 11.125.000,- |
. | Ambulance 15.850.000,- | 14.275.000,- |
7, | Patroli/ Vojryder 15.850.000-|  14.275.000,-
Pemadam Kebaran Roda 6 biasa 16.900.000,- 15.850.000,-
Pemadam Kebakaran Roda 6 19.950.000,- 18.750.000),-
besar "
Toyota Dyna Rino 15325.000- |  14.275.000,- |
. | Mitsubishi Colt Diesel 15.850.000,- | 14.800.000,-
Toyota Hilux i | 15.650.000,- | 14.125.000,- |
23. | Ford Double Gardan 15.650.000,- | 14.125.000,-
Mitsubishi Strada Doube Gardan 15.650.000,- | ' 14.125.000,-
Kendaraan Bermotor Roda 2 1.500.000,- ln 1.000.000,-
(dua) = e }
Toyota Dina Rino (Dump Truck 18.325.000,- | 16.275.000,-

Sampah, Truk Kontainer)

SRR

Mitsubishi Colt Diesel (Dump

Truck Samjah, Truk Kontainer)

1

18.325.000,- |
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Roda Tiga (Pengangkut 3.500.000,- 3.000&410--1

1 Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Per eliharaan pada tabel di atas sudah termasuk biaya service dan
ku cadang

liharaan Sarana lainnya
iaya Pemeliharaan Sarana lainnya

Tabel 18
BesaranBiaya Pemeliharaan Sarana lainnya
Uraian Satuan Biaya (Rp)
radio pemancar ulang/repeater | Unit/tahun 6.500.000,-
) i Unit/tahun 2.500.000,-
r Treamen Portable Unit/tahun 5.000.000,-
boat Unit/tahun | 10.000.000,-
Karet dan Mesin Unit/tahun 5.000.000,-
Unit/tahun 750.000,-
nda posko dan pleton Unit/ tahun 1.500.000,-
ine Tsunami Unit/tahun 5.000.000,-
aw Unit/tahun 600.000,-
tanki air Unit/tahun 17.850.000,-
meliharaan EWS Tsunami Unit/tahun 5.000.000,-
emeliharaan EWS Banjir Unit/tahun 5.000.000,-

Penjelasan Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana lainnya
4.4.2.1 Pemeliharaan pada tabel diatas sudah termasuk biaya service dan
suku cadang

idap Barang Milik Daerah yang kondisinya rusak berat, dan memerlukan
pemeliharaan yang melebihi standar pada satuan biaya pemeliharaan
dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan
nis aset daerah dan selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk
ndapat persetujuan sebagai dasar pelaksanaannya.

Y
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ewa Kendaraan, Alat Berat dan Moda Transportasi Lainnya
Biaya Sewa Kendaraan

1san Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa untuk
. kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus)

2 Biaya Sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir
dan Pajak

Penganggaran sewa kendaraan dialokasikan pada kegiatan
masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis
belanja barang dan jasa,objek belanja sewa sarana mobilitas,
rincian objek belanja sewa sarana mobilitas darat

a Sewa Alat Berat
sewa Mobilitas alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang

nganggaran sewa alat berat dialokasikan pada kegiatan masing-masing
PD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan
a, objek belanja sewa alat berat, rincian objek belanja sewa eskavator
atau rician objek belanja sewa buldozer

Biaya Sewa Moda Transportasi Lainnya

lya sewa mobilitas transportasi yang belum terakomodir pada tabel
diatas disesuaikan dengan harga pasar/harga riil termasuk biaya
pendukung dan pajak dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.
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lanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat
ya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Dalam Kabupaten

an Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Dalam
en Pasaman Barat

Tabel 19
Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati
Dalam Kabupaten Pasaman Barat

Wilayah I (Kec) Wilayah II (Kec) Wilayah I11 (Kec)
Sasak Ranah Talamau,Kinali, Sei Beremas,Ranah
Pasisie, Gunung Tuleh Batahan,Lembah
Luhak Nan Duo dan Sei Aur Melintang dan Koto
Balingka
Uang BBM Uang BBM Uang BBM
Harian Harian Harian
350.000,- | 20Ltr | 350.000- | 301tr | 350.000- | 40Ltr

Biaya Uang Harian dan BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah
en Pasaman Barat untuk Anggota DPRD, PNS, THL dan PTT

ran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat
untuk Anggota DPRD, PNS, THL dan PTT

Tabel 20
Besaran Uang Harian dan BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kabupaten Pasaman Barat untuk Anggota DPRD,PNS, THL dan PTT

Ibukota Wilayah I Wilayah II Wilayah 111 |
Kabupaten
Dalam Sasak Ranah Talamau, Sungai Beremas,
Kecamatan Pasisie, Kinali, Gunung | Ranah Batahan,
Pasaman Luhak Nan Tuleh dan Lembah
Duo Sungai Aur Melintang dan
Koto Balingka
135.000,- 150.000,- 175.000,- 200.000,-
125.000,- 140.000,- 165.000,- 190.000,-
115.000,- 130.000,- 155.000,- 180.000,-
100.000,- 120.000,- 145.000,- 170.000 |
5 7 Itr 15 ltr 25 ltr |
7 10 1tr 20 Itr 30 Itr l
10 20 Itr 30 Itr 40 Itr ‘
2 3 ltr 5 ltr 7 ltr ‘_j

Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman

Barat untuk Anggota DPRD, PNS, THL dan PTT

6.22.1 Tingkatan Uang Harian Perjalanan Dinas ,
62211 Tingkat A untuk Anggota DPRD dan PNS Golongan IV~ /-
6.2.2.1.2 Tingkat B untuk PNS Golongan III
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6.2.2.13 Tingkat C untuk PNS Golongan Il dan |

: §.2.2;1.4 Tingkat D untuk THL dan P17

2 Biaya perjalanan on kampus (diklat PIM L1, [Vdan Diklat
abatan) dengan mempedomani tabel pada perjalanan dinas
dengan tujuan pada tabel dimaksud, uang harian
an Dinas Diklat PIM dan prajabatan,1 (satu) hari
n dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100%
~dan selama kegiatan Diklat PIM dan prajabatan
an 75% per harinya dari besaran uang harian perjalanan

k pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada
tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di
ut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang
ya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar
5t) dengan melampirkan bukti pembayaran rill.

gi THL dan PTT yang melakukan perjalanan dinas dalam
daerah diberikan secara selektif.

Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas
pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai wilayah dibayar
at-cost dengan melampirkan struk resmi atau faktur SPBU

Bagi sopir, ajudan yang berstatus THL dan PIT dapat diberikan
uang perjalanan dinas dalam daerah secara selektif dan efisien.
Perjalanan dinas dalam kecamatan pasaman diberikan untuk
penugasan seperti memfasilitasi acara pejabat negara dan
pejabat daerah, petugas teknis kontruksi lapangan, petugas
survey, petugas pendataan, pengawasan, pemeriksaan, petugas
lapangan SATGAS, Petugas P3K, petugas pengawasan pangan
jajan anak sekolah, pemadam kebakaran dan Tim Reaksi Cepat,
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
(Pusdalops I'B), Petugas Gudang Logistik, petugas pengamanan
lapangan, petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi
Daerah, petugas peliput berita humas pemda, trantibum, caraka,
Poskotis, pelayanan kependudukan, Tim Ramadhan, didikan
Subuh, kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan diberikan biaya
perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala
SKPD.

uan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Wilayah Pasaman Barat
lam Penugasan Ke Daerah Terisolir Dan Tertinggal Bagi PNS, THL dan
F Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam wilayah Pasaman Barat dalam
penugasan ke daerah terisolir dan tertinggal bagi PNS dan THL

SSTANDAR BIAYA BELANJA LANGSUNG 16
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Tabel 21
Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Wilayah Pasaman Barat dalam
san ke Daerah Terisolir dan Tertinggal bagi PNS, THL dan PTT

Uraian | WilayahI | Wilayah II Wilayah Il |
Sasak Ranah | Talamau,Kina = Sungai Beremas,
Pasisie, Ii,Gunung Ranah Batahan,

Luhak Nan Tuleh dan Lembah

Duo Sungai Aur | Melintang, Koto
____ | Balingka |
Tingkat A 180.000,- 200.000,- 260,000, |
Tingkat B 170.000,- 190,000, 220000 |
Tingkat C 150.000,- 180,000, 185.000, |
__Tingkat D 125.000,- 140.000,- 150.000,- |
~ BBM sd 1500 cc 15 Itr Ble | Bl |
- BBM diatas 1500 20 Lir 0Ltr | 40 Ltr |
sd 2000 cc '
BBM 2000 cc 35 Ltr 45 Ltr 55 Ltr

keatas !
BBM Roda 2 5 Lir 7 Ltr 9Lr |

Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Pasaman Barat dalam
Penugasan ke Daerah Terisolir dan Tertinggal bagi PNS, THL dan PTT
6.3.2.1 Tingkatan Uang Harian Perjalanan Dinas
6.3.2.1.1 Tingkat A untuk PNS Golongan IV
| 6.3.2.1.2 Tingkat B untuk PNS Golongan I11
6.3.2.1.3 Tingkat C untuk PNS Golongan II dan |
6.3.21.4 Tingkat D untuk PTT dan THL
6.3.2.2 Biaya transportasi khusus ke daerah terisolir/tertinggal
dibayarkan sesuai dengan biaya rill
6.3.23 BBM ke daerah terisolir dibayar dengan biaya riil

an Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Penugasan

i Kecamatan Ke Nagari/Jorong.

| Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk
Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong

Tabel 22
saran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Penugasan
dari Kecamatan ke Nagari/Jorong

Tingkatan Satuan | Biaya(Rp)
Tingkat A OH | 100000~
Tingkat B OH | 85.000,
Tingkat C OH |  75.000,- .
Tingkat D OH | 65.000,- //
BBM roda 4 jarak lebih 5 Km Liter | 5 &
BBM roda 2 jarak lebih 5 Km __ Liter_ 2

ANDAR BIAYA BELANJA LANGSUNG
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perjalanan dinas yang jaraknya melebihi 5 Km dari Ibu

ang, dari 5 Km hanya diberikan uang harian

uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk
camatan ke Nagari/Jorong

in Uang Harian Perjalanan Dinas

“Tingkat A untuk PNS Golongan 1V

Tingkat B untuk PNS Golongan 111

Tingkat C untuk PNS Golongan Il dan |

Tingkat D untuk THL dan PTT

an Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Penugasan
amatan lain dalam Kabupaten

uvang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk
Kecamatan ke Kecamatan lain dalam Kabupaten

!

H;.
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yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan
erjal Dinas (SPrnD)

B berwenang menandatangani ST dan SPID wajib membatasi
lanan - dinas - kecuali yang  mempunyai  prioritas
emperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan
imaksud - serta mengadakan  penghematan  baik
dan lamanya perjalanan
SPPD ditandatangani oleh Bupati
Tdan SPPD ditandatangan oleh Bupati atau Wakil

gota DPRD  penandatanganan  SPT dan  SPPD
Ketentuan berlaku bagi Anggota DPRD
SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKI'D

 IV.Staf Fungsional umum PNS, Pejabat fungsional
t fungsional tertentu PNS dan Pejabat Funggional
I pada SKPD, SII' dan SPPD ditandatangani oleh
sangkutan, khusus Sekretariat Daerah ditandatangani

g berwenang menandatangani Surat Perintalh Tugas (SI'T)
intah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada
enangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan
yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ)
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anan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Propinsi
an Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera

a perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas

DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

i dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1
inan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang, pengikut
| termasuk sopir, kecuali untuk Kepala Daerah dan
ah, sedangkan untuk DPRD disesuaikan dengan tata

THL dan PIT hanya dapat diberikan untuk kegiatan

rangka peningkatan SDM sesuai dengan tupoksinya
rangka menunjang kegiatan yang benar-benar

mbutuhkan THL dan PTT untuk menunjang kegiatan pada

kerjanya, dan harus diberikan secara selektif

PIT dilarang melakukan perjalanan dinas dalam rangka

dan Konsultasi

dinas dalam propinsi Sumatera Barat yang dalam

annya dengan moda transportasi umum diberikan Penggantian
si dibayar at-cost dengan melampirkan bukti pembayaran

sebagai faktur pembayaran.

dan ajudan yang berstatus PNS, THL dan PTT dapat diberikan

n perjalanan dinas

L dan PTT hanya dapat mengikuti Diklat/bintek sesuai dengan

THL dan PTT setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus

t laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan

s perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang, bagi anggota

D mengacu kepada Tata Tertib DPRD, untuk Bupati dan Wakil

menyesuiakan.

Dinas bagi penugasan Non PNS melekat pada kegiatan SKPD

- masing.

' yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan
tah Perjalanan Dinas (SPPD)

bat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD  wajib
: batasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai
___. joritas tinggi/ penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk
mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan
~ baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan
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7.2.2 Untuk Bupati, SPT dan SPPD

7.23 Untuk Wakil Bupati, SPT ¢
Wakil Bupati

.24 Pimpinan dan Anggota DPRD

ditandatangani oleh Bupati
an SPPD ditandatangani oleh Bupati atau

725 Pejabat Eselon I, SPT dan SP,
bersangkutan

726 Pejabat Eselon IILIV Staf Fungsional umum PNS, Pejabat Fungsional
K]_msus PNS, Pejabat Fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional
lainnya, THL dan PTT pada SKPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh
K.epala SKPD bersangkutan, khusus Sekretariat Daerah dapat
ditandatangani oleh Asisten.

7.2.7 Jika Pejabat yang berwenang menandatangani  Surat Perintah Tugas
(?PT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau
tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di

delegasikan kepada pejabat vang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa
Jabatan (SKJ).

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat
~dalam Propinsi Sumatera Barat

73.1 Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman
Barat

Tabel 24
Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat
Dalam Propinsi Sumatera Barat

Uraian Satuan Biaya (Rp) |
Bupati, Wakil Bupati OH 400.000,-
Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD OH 380.000,-
Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/b | OH 350.000,-
Pejabat Eselon Il dan  Fungsional | OH 275.000,-
Madva/ Auditor madva

Pejabat Eselon IV, staf Gol IV, Pejabat | OH
Fungsional Muda/Auditor Muda, Pejabat |
Fungsional Pertama/Auditor Pertama dan
Auditor Penvelia

Staf Gol , I, ILI Fungsional Ahli Gol OH
111, Fungsional Terampil/ Auditor Terampil
THL dan PTT OH

732 Penjelasan biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar

Pasaman Barat

7.3.21 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan
penggantian biava dalam menjalankan perintah perjalanan dinas
vang diberikan lumpsum

SSTANDAR BIAYA BELANJA LANGSUNG 23
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Tabel 25

" Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi
i k Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD

BBM
a Udara Minangkabau 75 ltr PP
35 ltr PP
65 Itr PP
85 Itr PP
85 ltr PP
85 ltr PP
105 Itr PP
175 1tr PP
175 1tr PP
105 ltr PP
: 65 ltr PP
n Wilayah Timur 75 Itr PP
75 ltr PP
75 1t PP
75 ltr PP
85 1tr PP
95 ltr PP
Tabel 26
jalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi
rat untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD,PNS, THL dan PTT
ota | BBMs.d | BBM diatas BBM diatas | Transport
1500 cc | 1500 s.d 2000 cc 2000 cc
35 35 70 At-cost
20 35 35 At-Cost
40 55 65 Atcost |
45 63 75 At-cost ]
45 65 85 At-cost
45 65 85 At-cost
75 95 105 At-cost
125 145 175 At-cost
130 150 175 At-cost
75 95 105 At-cost
30 50 65 At-cost
40 35 75 At-cost
[
40 55 75 | At-cost
10 60 75 | At-cost #
45 65 85 | At-cost

R BIAYA BELANJA LANGSUNG 2%
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Kota Solok

75

| Sawah Lunto

85

rjalanan

dalam Provinsi Sumatera Barat

7.4.2.1 Bahan Bakar Minyak
adalah batas terting
Kabupaten/Kota tujuan (PP) diba
dengan melampirkan struk print

Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat

gl sesuai

tempat pengisian sebagai bukt pengeluaran yang sah

- Satuan Biaya Hotel dan Penginapan dalam Propinsi Sumatera Barat
7.5.1 Besaran Biaya Hotel dan Penginapan dalam Propinsi Sumatera Barat

(BBM) dalam melakukan perjalan dinas
dengan kebutuhan menuju
yar at-cost (dengan harga rill)
out/faktur bbm resmi SPBU

Tabel 27
aran Biaya Tarif Rata - Rata Hotel/Penginapan Dalam Propinsi Sumatera Barat
Provinsi Sat Tarif Hotel
Bupati/ Sekda/ Eselon Eselon Eselon Staf Gol
Wakil Pimpinan I/Anggota | I1I/Gol IV/Gol IJ/I/THL
Bupati DPRD DPRD v 111 ETT
g Pariaman | OH | 1.000.000 950,000 850.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000
1 OH 1.000.000 950.000 850.000 | 700.000 600.000 500.000
man OH 1.000.000 950.000 850.000 700.000 600.000 | 500.000
nah Datar OH 1.000.000 950.000 850.000 700.000 600.000 | 500.000
a Puluh Kota OH 1.000.000 950.000 850.000 700.000 600.000 | 500.000
paten Solok OH 1.000.000 950.000 850.000 700.000 | 600.000 500.000
njung OH 1.000.000 950.000 850.000 | 700.000 600.000 | 500.000
rmasraya OH 1.000.000 950.000 850.000 | 700.000 600,000 500.000
k Selatan OH 1.000.000 950.000 850.000 | 700.000 600.000 500.000
isir Selatan OH 1.000.000 950.000 850.000 700.000 600.000 500.000
an OH 1.000.000 950.000 850.000 700.000 600.000 500.000
inggi OH 1.500.000 | 1.250.000 | 1.100.000 900.000 | 750.000 650.000
Panjang OH 1.000.000 950.000 850.000 700.000 600.000 500.003_
n OH 1.500.000 | 1.250.000 | 1.100,000 900.000 750.000 650.000
akumbuh OH 1.000.000 950.000 850.000 700.000 600.000 500.000
Solok OH 1.000.000 950.000 850.000 700.000 600.000 500.000
ah Lunto OH | 1.000.000 950.000 850.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000
wai OH | 1000000 950000 | 850.000 | 700.000 | 600,000 | 500,000

7.5.2 Penjelasan Biaya Hotel dan Penginapan dalam Propinsi Sumatera Barat
7.5.21 Biaya penginapan dibayarkan at - cost (dibayarkan dengan bukt
pengeluaran yang rill) sesuai tabel diatas adalah batas ter tinggi.

7522

7523

*STANDAR BIAYA BELANJA LANGSUNG

Untuk Bupati dan Wakil Bupati kepada sopir dan ajudan dapat
menginap di hotel dan penginapan yang sama dengan Bu pati dan
Wakil Bupati

Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada angka 7.5.2.2 lebih tinggi dari satuan
biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam tabe] diatas,
maka kepada sopir dan ajudan menggunakan fasilitas kamar
dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.

25

>

|
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hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan

_atau tempat penginapan lain, kepada yang
\ diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen)
ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan
an dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
hotel atau tempat penginapan disediakan oleh
jatan, kepada yang bersangkutan tidak bisa
apan 30% (tiga puluh persen)

sentasi Dalam Propinsi Sumatera Barat

Tabel 28

sentasi Dalam Propinsi Sumatera Barat
Satuan Luar Daerah
OH B 250.000,-
: OH ~175.000,-
Anggota DPRD OH 150.000,-

m Il yang mengikuti PIM |1 uang Representasinya tidak

sawat Bandara Pusako Anak Nagari Pasaman Barat
a tiket pesawat via Bandara Pusako Anak Nagari dibayar at

JAYA BELANIA LANGSUNG
Bl
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elanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat
1 Penjelasan Umum Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat.

8.1.1  Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja
dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah
harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan
dinas dimaksud.

8.1.2  Perjalanan dinas bagi DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku bagi anggota DPRD

8.13  Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1
(satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang, kecuali
untuk KDH/WKDH sedangkan untuk DPRD disesuaikan dengan tata
tertib DPRD

814  Perjalanan dinas THL dan PTT hanya dapat diberikan untuk kegiatan
sebagai berikut :

8.14.1 Dalam rangka peningkatan SDM sesuai dengan tupoksinya

8142 Dalam rangka menunjang kegiatan yang benar-benar
membutuhkan THL dan PTT untuk menunjang kegiatan pada
unit kerjanya, dan harus diberikan secara selektif

815  THL dan PTT dilarang melakukan perjalanan dinas dalam rangka
koordinasi dan konsultasi

816 PNS, THL dan PTT hanya dapat mengikuti Diklat/bintek sesuai
dengan tupoksinya

817  PNS, THL dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi
Sumatera Barat via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM)
menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi maksimal
sebesar Rp. 200.000,-/PP dibayarkan rill dengan melampirkan bukti
pembayaran yang sah.

818  Penomoran register SPT untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi
Sumatera Barat, dicatat dan dibukukan pada SKPD pelaksana
perjalanan dinas

819  Untuk pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi luar Provinsi Sumatera
Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari apabila dilakukan untuk 1
(satu) tempat tujuan, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan
dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari, jika melebihi harus mendapat
persetujuan Bupati/Wakil Bupati, kecuali untuk KDH/WKDH
sedangkan untuk Pimpinan/Anggota DPRD disesuaikan dengan tata
tertib DPRD.

8.1.10 Bagi PNS, THL dan PTT setelah selesai melakukan perjalanan dinas
harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang
pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang,
bagi anggota DPRD mengacu kepada Tata Tertib DPRD, untuk Bupati
dan Wakil Bupati menyesuiakan.
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Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan

at Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi
pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas
tinggi/ penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan
perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik
frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan

22 Untuk Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani olch Bupati atau Wakil
- Bupati.

2.3 Untuk Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil
Bupati
Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatanganan SPT dan SPPD
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD. ,
Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah
sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat
terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati untuk
mendapatkan  persetujuan  tertulis, selanjutnya SPT dan SPPD
ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan, telaahan staf dan
penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Wakil Bupati, apabila
Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan
SPT dan SPPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah
8.2.6 Pejabat Eselon III (diluar Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat
Daerah), eselon IV, Staf Fungsional umum PNS, pejabat fungsional khusus
PNS, pejabat fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya
beserta THL dan PTT pada SKPD untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar
Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan
Telaahan Staf kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan
selanjutnya SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

3 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat
8.3.1 Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas

Tabel 29
Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat
Uraian Satuan Biaya (Rp)

Bupati, Wakil Bupati OH 1.025.000,-
Sekda dan Pimpinan DPRD OH 1.000.000,-
Pejabat Eselon Il b dan Anggota DPRD OH 900.000,-
Pejabat Eselon III dan Fungsional OH 700.000,-
Madya/Auditor Madya

Pejabat Eselon IV staf Gol IV, Pejabat OH 650.000 -
Fungsional Muda / Auditor Muda,

Pejabat Fungsional Pertama Auditor
. Pertama dan Auditor Penyedia

Staf Gol 111111 Fungsional Ahli Gol = OH 550.000.- Z
[I1,Fungsional Terampil/ Auditor 3
. Terampil
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[7. | THL dan PTT [ OH | 500000,]

832 Penjelasan Uang Harian Perjalanan Dinas
8321 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan

penggantian biaya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas
yang diberikan lumpsum

| Satuan Biaya Uang Representasi
84.1 Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Tabel 30
Besaran Biaya Uang Representasi
No Uraian Satuan | Luar Daerah
| 1. | Bupati/Wakil Bupati OH 250.000,-
2. | Sekda dan Pimpinan DPRD OH 175.000,-
3. | Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD OH 150.000,-

8.4.2  Bagi pejabat Eselon Il yang mengikuti PIM II uang Representasinya tidak
dapat dibayarkan.

5 Selama Perjalanan Dinas Kepada Bupati dan Wakil Bupati Dapat Diberikan
Sewa Kendaraan Sebagai Transportasi Lokal maksimal Sebesar Rp. 1.000.000,-
/hari dibuktikan dengan kwitansi/faktur.

6 Satuan Biaya Taksi
8.6.1 Besaran Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat

Tabel 31
Besaran Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat
No Propinsi Tujuan Satuan Biaya (Rp)
1. | Nangroe Aceh Darus Salam OK 123.000,-
2. | Sumatera Utara OK 232.000,-
3. | Riau OK 94.000,-
4. | Kepulauan Riau OK 137.000,-
[ 5. | Jambi OK 147.000,- |
6. | Sumatera Selatan OK 128.000,-
| 7. | Lampung OK 167.000,-
8. | Bengkulu OK 109.000,- |
9. | Bangka Belitung OK 90.000,-
| 10. [ Banten OK 446.000,-
| 11. | Jawa Barat OK 166.000,-
| 12. | DKI Jakarta OK 256.000,-
| 13. | Jawa Tengah OK 75.000,-
| 14. | DI Yogyakarta OK 118.000,- |
| 15. | Jawa Timur OK 194.000,- |
| 16. | Bali OK 159.000,- | Z
_17. | Nusa Tenggara Barat OK 231.000,- | -
. 18. | Nusa Tenggara Timur OK 108.000,-
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Scanned with CamScanner



Kalimantan W_—__OK S
‘ OK 111.000,-
OK 150,000,

OK 450.000,-

OK 102.000,-

OK 138.000,-

OK 240.000,-

OK 313.000,-

OK 145.000,-

: - OK 165.000,-

si Tengpara oK 171.000.-
OK 240.000,-

e OK 215.000,-

OK 431.000,-

OK 182.000,-

am negeri merupakan

satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan

biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat

kedudukan menuju  bandara/ pelabuhan/ terminal /stasiun

keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun

kedatangan dan sebaliknya,

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi seorang pejabat negara

melakukan perjalanan dinas dari Padang ke Jakarta,

alokasi biaya taksi sebagai berikut:

8.6.221 Berangkat : Biaya taksi dari Bandara Soekarno - Hatta
ke tempat tujuan (Hotel/ penginapan/ kantor) dj
Jakarta.

8.6.2.2.2 Kembali ; Biaya Taksi dari hotel/ penginapan (Jakarta
ke Bandara Soekarno - Hatta.

8.6.2.2.3 Biaya Taksi dibayar dengan biaya riil dengan

melampirkan struk pembayaran resmi sebagai bukti
pembayaran yang sah

8.6.2.2

maka

ikasi Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Propinsi
a Barat

ifikasi Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Jabatan Lyar
Propinsi Sumatera Barat

: Kabupaten

Tabel 32
lasifikasi Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Jabatan
Luar Propinsi Sumatera Barat _
~ Eselon/Jabatan Sarana Transportasi/Type ]
Pesawat Udara | Kapal Laut | Kereta Api/Buﬂ,

ti/ Wakil Bupati Kelas Bisnis | VIP/Kelas | Spesial/Eksekutif |
: A
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| Pimpinan dan Anggota
| DPRD, Sekretaris
Daerah dan Pejabat
Eselon II

Kelas Ekonomi

Kelas IB

Spesial / Eksekutif

| Eselon 111, IV /PNS,
| golongan [, 11, 111,
| IV/THL, PTT

Kelas Ekonomi

Kelas ITA

Spesial/ Eksekutif

Sumatera Barat

8.7.2.2

sah)
8.7.2.3

9 Satuan Biaya Tiket Pesawat L

Penjelasan Sarana Transportasi Pe

uar Provinsi

Tabel 33

3 Satuan Biaya Tiket Pesawat Bandara Pusako Anak Nagari Pasaman Barat
8.8.1 Besaran Biaya Tiket Pesawat Bandara Pusako Anak Nagari dibayar at cost

8.9.1 Besaran Biaya Tiket Pesawat Luar Provinsi

tjalanan Dinas Jabatan Luar Propinsi

8.7.2.1 Biaya Tiket perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dibayar
dengan biaya riil (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)
Biaya Tiket Perjalanan dinas luar Provinsi Sumater
melebihi 1 (satu) kali rute perjalanan,
dibayar dengan biaya riil (sesuai den

a Barat yang

perjalanan berikutnya tetap
gan bukti pengeluaran yang

Untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dengan
tujuan daerah yang tidak memiliki Bandar Udara diberikan biaya

transportasi dibayar dengan biaya rill dengan melampirkan bukti
pembayaran yang sah

esaran Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

[No KOTA SATUAN BIAYA TIKET
| ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
1, Jakarta Ambon 13.285.000,- 7.081.000,-
2. | Jakarta BalikPapan 7.412.000,- 3'797'000L
3. | Jakarta Banda Aceh 7.519.000,- 4.492.000, -
4. | Jakarta Bandar Lampung 2.407.000,- 1.583.000,-
| 5 |jakarta Banjarmasin 5.252.000,- 2.995.000,-
| 6. | Jakarta Batam 4.867.000,- 2.888.000,-
1 7. | Jakarta Bengkulu 4.364.000,- 2.621.000,-
B8 [ akarta Biak 14.065.000 - 7.519.000,-
L9 |Jakarta Denpasar 5.305.000,- 3.262.000,-
q 10 Jakar[a Gorontalo 72310“),‘ 4824000,-
B [ aka - 4.065.000,- 2.460.000,-
11| Jakarta Jambi -065.000, y
T
q 12 lakarta ]’a}:a_Pura 14.568.000,- 8.193.000,-
BE. | jakart - 4107.000,- 2.268.000,- ,
| 13. | Jakarta Jogjakarta -107.000, .
| 14 | Jakarta Kendari 7.658.000,- 4.182.000,-
15. | Jakarta Kupang 9.413.000,- 5.081.000,-
L 16. | Jakarta Malasi 7.444.000,- 3.829.000,- 1
LV7 | Jakarta Malang_ 4.599.000,- 2.695.000,-
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?.295.“!3,— 4—867“-‘];' 1
e 10.824.000,- 5.102.000,- |
: 16.226.000,- 10.824.000,~ |
5.316.000,- 3.290.000, |
7.252.000,- 3,808,000, |
5.530.000,- 2.952.000,-
4.984 000, 2.984.000,- |
= 3.861.000,- 2.268.000,- |
ko 9.348.000,- 5.113.000,- |
3.412.000,- 2.139.000,-
5.583.000,- 3,016.000,- |
4.353.000,- 2.781.000,- |
_ 3.861.000,- 2.182.000,-
T 3.861.000,- 2.342.000,-
5.466.000,- 2.674.000,-
10.001.000,- 6.664.000,-
13.830.000,- 7.487.000 -
il 6.289.000,- 3.583.000,-
¢ 5.626.000,- 3.252.000,-
i 2.064.000,- 1.476.000,-
8 5.006.000,- 2.941,000,-
car 3.369.000,- 2.129.000,-
ing 6.129.000,- 3.508.000,- |
mbang 4.385.000,- 2.631.000,- |
kal Pinan 4.599.000,- 2.738.000,-
Pekan Baru 6.525.000,- 3.701.000,- |
emaran 3.027.000,- 1.957.000,- |
Solo_ 3.647.000,- 2.268.000,- |
| Surabaya 4.824.000,- 2.856.000,- |
| Tanjung Pandan 4.439.000,- 2.663.000,- |
__| Banda Aceh 10.439.000,- 5.936.000,-
__| Denpasar 8.450.000,- 4.824.000,- |
| Jayapura 16.782.000,- 9.263.000,- |
| Jogjakarta 7.370.000,- 3.936.000,-
Makasar 10.375.000,- 5.337.000,- |
Manado 13.412.000,- 6.482.000,- |
Medan 10.193.000,- 5.316.000,- |
Padang 8.653.000,- 4.546.000,-
Palembang 7.145.000,- 3.936.000,- |
= PekanBaru 8.707.000,- | 4.599.000,- |
Pontianak 7.594.000,- | 4.396.000,- |
| Semarang 7.145.000,- | 3.861.000,- |
Solo 7.145.000,- | 4.000.000,- |
i Surabaya 8.600.000,- 4.300.000,- |
3 Timika 16.119.000,- 8.621.000,-
Banda Aceh 3.466.000,- 2.193.000,- |
Makassar 12.514.000,- 6.172.000,- |
Pontianak 9.733.000,- 5.230.000,- |
e 9.284.000,- 4.696.000,- |
Solo 9.284 000, | 4.835.000,- |
Surabaya 10.739.000,- | 5.134.000,- |
n Timika 18.258 000, 9.455.000,-
ar Padang 8.653.000,- | 4546.000,- |
Pontianak 8.247.000,- | 4.514.000,- |
Semarang 7.797.000,- 3.979.000,- |
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anbaru Solo 7.797.000,- 4.118.000,-
inbaru Surabaya 9.241.000,- 4.407 000,
nt Timika 16.771.000,- 8.739.000,-

":glasan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi
2.1 Pembayaran Tiket dimaksud diatas meru
yang dibayarkan sesuai bia
pembayaran yang sah
922 Tiket Kelas Bisnis hanya diperuntukkan kepada Bupati dan
Wakil Bupati (Pejabat Negara), dan Tiket Kelas Ekonomi untuk
pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PTT dan THL

an Biaya Hotel dan Penginapan Luar Provinsi Sumatera Barat
1 Besaran Biaya Hotel dan Penginapan

pakan harga estimasi
ya riil yang dinyatakan dengan bukti

Tabel 34
Biaya Tarif Hotel dan Penginapan Luar Propinsi Sumatera Barat
Provinsi Sat TARIF HOTEL/PENGINAPAN |
Bupati/Wa | Pimpinan/ Eselon Eselon Gol |
kil Bupati | Anggota | HYGollV | IV/Gol | LILTHL |
DPRD/ I dan PTT
Eselon I1
ceh OH | 4.420.000- | 3526000 | 1.294.000- | 556.000,- | 536.000-
umatera Utara OH 4.960.000,- 1.518.000,- | 1.100.000,- 530.000,- | 530.000,.-
dau OH | 3.820.000- | 3.119.000- | 1.650.000- | 852.000,- | 852.000.
.epulauan Riau OH | 4.275.000,- 1.854.000~ | 1.037.000,- | 792.000,- | 792.000,-
Jambi OH | 4.000.000- | 3.337.000- | 1.212.000- | 520.000,- | 520.000.
Sumatera Selatan | OH | 5850.000,- | 3.083.000 | 1.571.000,- | 861.000.- 861.000,- |
Lampung OH | 4.491.000,- 2.067.000~ | 1.140.000,- | 400.000- | 400.000.- |
Bengkulu OH [ 2.071.000,- 1.628.000- | 1.546.000,- | 572.000,- | 572.000,- |
| Bangka Belitung | OH | 3.827.000- 2.838.000,- | 1.957.000,- | 622.000,- | 622.000,- |
Banten OH | 5725000~ | 2.373.000- | 1.000.000- | 718.000,- | 718.000,
Jawa Barat OH | 5381.000- | 2755000 | 1.006.000- | 570.000- | 570.000,.
| D.K.I Jakarta OH | 8.720.000,- 1.490.000,- 992.000- | 610.000,- | 610.000,-
| Jawa Tengah OH | 4242000-| 1480000~ | 954.000,- | 486.000,- | 486.000.
_D.I Yokyakarta OH | 5.017.000,- 2.695.000,- | 1.384.000- | 845.000- | 845.000.-
awa Timur OH | 4.400.000,- 1.605.000,- | 1.076.000,- | 664.000,- | 664.000,- |
Bali OH | 4.890.000,- 1.946.000,- 990.000,- | 910.000,- | 910.000,- |
Nusa Tenggara OH | 3.500.000,- 2.648.000,- | 1.418.000,- | 580.000- | 580.000.- |
Barat
Nusa Tenggara OH | 3.000000, | 1493.000,- | 1.355.000- | 550.000- | 550,000
Timur : =
Kalimantan Barat | OH | 2.654.000,- 1.538.000,- | 1.125.000- | 538.000,- 538.000,- |
Kalimantan OH | 4.901.000- | 3391000 | 1.160.000,- | 659.000,- | 639.000. |
Tengah ! = i
Kalimantan OH | 4.797.000- | 3316000~ | 1.500.000- | 540.000,- | 540.000.- '.
Selatan —]
Kalimantan Timur | OH 4.000.000,- 2.188.000,- 1.507.000,- 804.000,- 804000_-_
Kalimantan Utara | OH | 4.000.000.- 2.188.000,- | 1.507.000- | 804.000,- 804.000,- |
Sulawesi Utara OH | 4.919.000,- 2290000 | 924.000- | 782.000- | 782000, |
Gorontalo OH | 4.168.000- | 2549.000- | 1.431.000,- | 764.000.- 764,000, |
6 | Sulawesi Barat OH | 4.076.000- | 2581000 [ 1.075.000, | 704.000,- | 704.000,- |
27_| Sulawesi Selatan | OH | _4.8620.000,- 1550000 | 1.020.000,- [ 665.000 | 665.000,- |
28 | SulawesiTengah | OH | 2309.000- | 2027000 | 1567.000 | 951.000, | 951.000. o
129 | Sulawes; OH | 2.475.000.- 2.059.000,- | 1.297.000- | 786.000,- | 786.000.- _,L
Tengpara
30 [ \ia [ﬁiu OH | 3467000 | 3.240.000- | 1.048.000,- | 667.000,- | 667000,
881 | Maluku Uara OH | 3.440.000.- 3.175.000,- | 1.073.000.- | 480.000,- | 480.000.-
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Hua OH
ua Barat OH

2.521.000,- | 829.000,- 829.000,-
2.056.000,- |  600.000,- 600.000,-

0.2 Penjelasan Biaya Tarif Hotel/Pen

8.10.2.1 Biaya hotel/Pengina
biaya rill sesuai tabel

8.10.2.2 Untuk sopir dan ajud
di hotel dan pen
Bupati

8.10.2.3 Dalam hal biaya pengina

ginapan Luar Propinsi Sumatera Barat.
pan dibayarkan dengan bukti pengeluaran
diatas adalah batas tertinggi.

an Bupati dan Wakil Bupati dapat menginap
ginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil

Pan pada hotel/penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada angka 81022 lebih tinggi dari
satuan biaya hotel/ penginapan sebagaimana diatur dalam table
diatas, maka kepada sopir dan ajudan menggunakan fasilitas
kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.
8.10.2.4 Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan
fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang
bersangkutandiberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen)
dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan
pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
8.10.2.5 Dalam hal fasilitas hotel atau tempat penginapan disediakan oleh
Negara/Daerah/ Penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan,
kepada yang bersangkutan tidak bisa diberik

an biaya penginapan
30% (tiga puluh persen)

. Satuan Biaya Bahan Bakar Miny

Sumatera Barat

8.11.1 Besaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar
Propinsi Sumatera Barat Menggunakan Moda Transportasi Darat

ak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Tabel 35
Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat
Menggunakan Moda Transportasi Darat untuk Bupati/Wakil Bupati

No wota Tujuan Jarak Tempuh PP | Jumlah BBM
(liter)
1. | Jambi 1.378 296
2. | Lampung 2712 562
3. | Palembang 1.932 406
4. | Pekanbaru 780 202
5. | Rengat 800 180
6. | Padang Sidempuan 600 140
7. | Pematang Siantar 1.020 224
8. | Medan 1.340 288
/
|
7
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7. Perangkat Nagari disamakan dengan staf golongan II
+ Ketua Organisasi Tingkat Kabupaten diluar PKK, GOW, Dharma Wanita

disamakan dengan eselon 111

). Ketua Organisasi Tingkat Kecamatan disamakan dengan eselon IV

10. Anggota Organisasi Tingkat Kabupaten disamakan dengan golongan 111

1. Anggota Organisasi Tingkat Kecamatan disamakan dengan golongan II

2. Pengganggaran Biaya Perjalanan Dinas di luar PNS, TNI, POLRI, THL
dan PTT dianggarkan pada rekening biaya transportasi, akomodasi, dan
uang saku

tuan Tentang Perjalanan Dinas Bimtek dan Diklat

2.1 Bintek dan Diklat yang boleh diikuti SKPD adalah Bintek/Diklat Teknis
sesuai dengan Fungsi Utama SKPD

Bintek dan Diklat hanya boleh diikuti yang penyelenggaranya Instansi
Pemerintah, kecuali DPRD diatur tersendiri dalam tatib DPRD

Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat dan Bintek yang membayar
konstribusi uang harian perjalanan dinas dibayar 75 % selama
melakukan perjalanan dinas, untuk yang tidak membayar konstribusi
dibayar 100% selama melakukan perjalanan dinas

Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat dan Bimtek yang pelaksanaannya
lebih dari 20 (dua puluh) hari diatur sebagai berikut :

9241 Hari 1 s.d 20 dibayar 50% dari standar uang harian perjalanan

9.2.2.

dinas
9242, Hari 21 s.d 30 dibayar 30% dari standar uang harian perjalanan
dinas
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Hm:i 31 s.d selesai dibayar 25% dari standar uang  harian
perjalanan dinas

alanan on Kampus (diklat PIM ILIIL, TV dan Diklat Prajabatan)
pedomani tabel pada perjalanan dinas sesuai dengan kota
tabel dimaksud, uang harian Perjalanan Dinas Diklat PIM
atan, 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan
IIOO% perhari dan selama kegiatan Diklat PIM dan Prajabatan
75% per harinya dari besaran uang harian perjalanan dinas.
yaan Perjalanan Dinas  Diklat/Bimtek dapat  diberikan/
arkan, sepanjang tidak di biayai oleh panitia pelaksana,dengan
apirkan undangan pelaksanaan kegiatan diklat/bintek sebagai
g _gungjawaban

ggung Jawaban (SP]) Perjalanan Dinas terdiri dari:
itansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan
ndatagani oleh pihak yang berkompeten

dan SPPD untuk melaksanakan perjalanan dinas yang
datangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat
enang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan
Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD)

n Daerah atas Perjalanan Dinas

abat Negara, DPRD, PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang, diderita daerah
ai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan
hubungannya dengan perjalanan dinas terkait.

adap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud
9.4.1 diatas dapat berupa tuntutan ganti rugi atau hukuman
atif sesuai peraturan perundang-undangan

portasi dan Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas ke Luar
ani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur
2 Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala
Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan

va Kontribusi Dibayar Sesuai Biaya Riil dan
Dinas Dibayarkan 100 % Tiap Harinya
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n Maya Wahan Bakar Minyak —uiy Kondaraan Dinas
AN vtk Benlwrann iy ""I’"” o
L - an Wakil Bugng
gan'mml Fepiitunnn Iln]mll T e -
M untule Pimpdnan DERD distur Jobily Innjet dongan Surat Kepnitusan
Wt alas usolan Plinpionan D
N untuk ol tangga Bupatl don Wakl Puagath dintur lebih lanjut dengan
sl Keptunin Hu|ml|
_-';;' unbul Kendaraun Disig fabutan roda cmpat Kepala SKPL, Asiolen dan
apala Bagian pada Sekretariat Daeraly
1041 Diatas 2000 CC nebanyak #5 liter /lnalan
5.42 Iiatans 1500 8. 2000 C'C m-h."wnk 78 ]u;_:;/hu]n"
1043 Sampat Dengan 1500 CC webanyak 50 liter / bulan
L Kendaraan Dinas Operasional SKPD sebanyak 40 liter / bulan
- Kendaraan Dinas roda 2 tidak diberikan BEM rutin

AR BIAYA BELANJA LANGSUNG
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2 Uang Sidang / Rapat

Tabel 37

im Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan
‘uang Daerah (BKPRD), Dokumen Informasi
ngkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)

Satuan Biaya (Rp)
rapat/hari 400.000,-
rapat/hari 350.000,-
rapat/hari 300.000,-
rapat/hari 250.000,-
rapat/hari 200.000,-
rapat/hari 125.000,-

Tabel 38

/Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
| Riset Daerah (DRD) / Saber Pungli / Tim Pengawal dan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4 D)

ian Satuan Biaya (Rp)
rapat/hari 200.000,-
rapat/hari 175.000,-
rapat/hari 150.000,-
rapat/hari 125.000,-
rapat/hari 100.000,-
rapat/hari 75.000,-
rapat/hari 50.000,-

Tabel 39
g Sidang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Uraian Satuan Biaya (Rp)
rapat/hari 200.000,-
rapat/hari 175.000,-
rapat/hari 150.000,-
rapat/hari 125.000,-
rapat/hari 100.000,-
.
'A BELANIA LANCSUNG 39
IR BIAYA BELANJA LANGSUNG
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n Dana Desa

Biaya

200.000,-
175.000,-
150.000,-
125.000,- |

100.000,-
75.000,-
50.000,-

200 000 -
175.000.-
150.000,-
125.000,-
100.000,-

“ Majelm Pertimbangan Penyelesaian

Satuan Biaya (Rp)

/Sidang 350.000,-
/Sidang 300.000,- |
/Sidang 300.0004

/Sidang 300.000,- |
/Sidang 100.000,- |

ran Standar Biaya Sidang/Rapat
anggota sekretariat ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan

yang mengatur tentang tim TAPD, BKPRD, TKPKD, dan Tim
n Produk Hukum Daerah, serta Tim Teknis Perizinan

. B&aya Uang Sidang/Rapat belum termasuk konsumsi ra pat

NDAF BIAY;\H_I, ;E;lm-a———q_“ )
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g Penyusunan Produk Hukum atau Dokumen
Evaluasi Terhadap Peraturan Nagars

da SKPD dapat diberikan uang rapat/sidang
N Produk Hukum atau Dokumen
terhadap Peraturan Nagari yang akan
- pengambilan kebijakan daerah yang
sektoral dengan mengacu pada
roduk hukum pada tabel 40

a dimaksud dalam tabel 40 dan
an lintas sektoral paling banvak
rapat/sidang untuk 1 (satu) Produk

ITANDAR BIAYA BELANJA LANGSUNG
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_ Satuan  Biaya (Rp)
OK ! l-j.”lll.‘
__OK 150.000,-
150.000,-
OK 100.000,-
OK

OK 100.000,-

OK L 150.000,-

4

jﬂ Al Quran, Pembaca Do'a,
*giatan Lainnya dengan Mengacu

AR BIAYA BELANJA LANGSUNG T a2
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. Bimbingan Teknis, Diklat,

’ Bimbingan Teknis, Diklat,

1.700.000,-
1.400.000,-
1.000.000,-

900.000,-

500.000,-
400.000,-

400.000,-
300.000,-
250.000,-

1.400.000,-
1.000.000,-
1.000.000,-

PP 150.000,~(lumpsum)
PP 300.000,- (lumpsum)
P 600.000,- (lumpsum)

PP At Cost
OH 700.000,-
OH 500.000,-
OH 300.000,-
OH 400.001), -
OH 300.000, -
OH 150.000,-
OH at cost |
43
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150.000,-
100.000,-

Atcost
150.000,-

an, Seminar,  Sosialisasi,
lan Kegiatan Sejenis

nberian  honorarium
at pulub lima) menit baik

ibingan teknis, Diklat,
- memerlukan tambahan

besaran  honorarium
Ot panitia

pusat yang wilayah
amnya  disamakan  dengan
ten, KPPN, Kejaksaan, Polres,
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dan Transportasi
dnn Transportasi

n dan Transportasi
8l | Biaya (Rp)

50.000,-
150-0001-

250.000,-

Disamakan dengan
PNS Golongan II

(Biaya Riil)

30.000,- (Lumpsum)
100.000,-(Lumpsum)
60.000,- (Lumpsum)
80.000,- (Lumpsum)
100.000,- (Lumpsum)
150.000,- (Lumpsum)
kelas ekonomi (biaya riil)

-éﬁgihapan- dan Transportasi

dan transportasi diberikan kepada
NS ang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan
1 dan luar Kabupaten seperti rapat, perlombaan,
~ sejenisnya, studi banding dan magang atau
, sosialisasi, bintek, diklat, penyuluhan, workshop

yang karena keterbatasannya membutuhkan
kepada pendamping dapat diberikan uang transport,
an uang saku

5, THL dan PTT yang tidak dibayarkan perjalanan dinasnya
dengan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 14.21,
anya dapat mengacu pada tabel diatas

T == = — 45
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5i dan Akomodasi
an dan Sejenisnya
i dan Akomodasi Pelatih, Pembina, Juri/
Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya

Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai

nodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai
lombaan dan Sejenisnya

Satuan Biaya (Rp)
OH 800.000,-
OH 500.000,-
OH 750.000,-
abupater OH 400.000,-
, Pembina, Juri/

PP 150.000,-(Lumpsum)
PP 300.000,-(Lumpsum)
PR 600.000,-(Lumpsum)
pelatih, pembina, juri/ OH Biaya Riil

- o T e R 16
IDAR BIAY A BELANJA LANGSUNG
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Tabel 47
Mggungiawab Per,

1 Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan pada
norarium Pemnggung]awab Pengelolaan K

Satuan

SKPD/SKPKD
fuangan pada

gelolaan Keuangan pada

| Biaya (Rp)

Biaya (Rp)

OB | 1040000
OB | 1250000, |
OB 1450.000,- |
. OB 1.660.000,- |
s/d Rp. 255 Milyar OB 1.970.000,- |
OB 2.280.000,- |
OB 2.590.000,-
yar s/d Rp. 25 Milyar OB 3.010.000,-
Milyar s/d Rp. 50 Milyar OB 3.420.000,-
50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar OB 3.840.000,-
Milyar s/d Rp. 100 Milyar OB 4.250.000,- |
100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar OB 4.770.000,-
. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar OB 5.290.000,-
00 Milyar s/d Rp. 750 Milyar OB 5.810.000,-
50 Milyar s/d Rp1 Triliun OB 6.330.000,-
OB 7.370.000, -
adalah nilai BTL + BL
: Satuan Biaya (Rp)
OB 340.000,-
5 Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta OB 420.000,-
s Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta OB 500.000,-
s Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar OB 570.000,-
tas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar OB 670.000,-
tas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar OB 770.000,-
tas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar | OB 860.000,-
tas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar | 0B 1.090.000,- |
tas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar . OB | 1.320.000,- |
as Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar | OB 1.550.000.-
Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar OB 1.780.000,-
iatas Rp. 100 Milyar s/ d Rp. 250 Milyar OB 2.'120 D{)D;_'
tas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar 0B 2.470.000,- |
diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar 0B 2.810.000,- |
a diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun OB 3.160.000.-
 diatas Rp. 1 triliun OB | 3.840.000,- |
yang digunakan untuk SKPD adalah nilai
tan + Belanja Langsung + BTL
PPK BPKD merangkap PPK PPKD, pagu
digunakan Pagu BPKD (Pendapatan + BTL+ /
BTL PPKD = 4
Tl;l;t Pj;atausahaan Keuangan S“C‘)‘E:'.‘ = _91‘3-1’;—6‘(?%? //
dana s/d Rp. 100 Juta =

JAR BIAYA BELANJA LANGSUNG
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Yagru dana diatas Rl' Il.)ll_l_l;l‘l_a__ﬂf_a_gp._i—ﬁ‘)ﬂlll_t;—_h

gu dana diatas Rp. 250 Juta s/d B 500 :
dana diatas Rp 500 Juta ‘;du_{:l ‘M‘fﬂ%—- — »-__._gg.___ 370.000,-
dana diatas Rp. 1 MII)’M ‘{dmkl‘-_“_z--;ﬁ.i.l\_{;r —_— _._UB 430 000, -
dana diatas 2,5Milyar 5/_"]_1{11:_5 Milyar OB ?@_[!l}-
Pagu dana diatas 5 Milyar s /d Rp. 10 MIl‘aT - _thf_s—_“ __570.000,-
_ : - £40.000,-
agu dana dintas Rp. 10 N‘I_]}'nﬂ s/d Rp. 25 Milyar OB $10.000
Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar OB S
gu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 M,]‘-M OB 1150 000
ju dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp 100Milyar | 0B | 1330 000
pu dana chatas Rp. 100 Milva A MiAvne T "
‘dana diatas Ri' 250 Mtr:‘rl:: :j:: E[: %:)M‘l_llﬂ 5 (-JB 1 M—*
uyars/d kp. 500 Milyar OB 1.840.000,-
dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar OB 3.090.000 -
[Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Epl Triliun OB 11,50'000._
[ Pagu dana diatas Rp. 1 triliun OB 2.;360:[]00:-
rangan :
Nilai Pagu yang digunakan untuk SKPD adalah nilai
Pendapatan + Belanja Langsung + BTL
Khusus PPK BPKD merangkap PPK PPKD, pagu yang
digunakan Pagu BPK.D (Pendapatan+BTL4+BL) + BT,
PPKD
3. Pembantu PPK Khusus untuk Anggaran SKPD lebih dari
_ 25 Milyar
Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Biaya (Rp)
t Penandatanganan SPM)
dana s/d Rp. 100 Juta OB 680.000,-
ana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta OB 850.000,-
a diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta OB 1.020.000
a diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar OB 1.270.000
diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar OB 1.520.000
atas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar OB 1.780.000
tas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar OB 2.120.000
iatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar OB 2.450.000
as Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar OB 2.790.000
s Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar OB 3.130.000
lyar s/d Rp. 100 Milyar OB 3.580.000
0 Milyar s/d Rp. 250 Milyar OB 4.030.000
Milyar s/d Rp. 500 Milyar OB 4.490.000
ar s/d Rp. 750 Milyar OB 4.940.000
s/d Rp1 Triliun OB 5.560.000
OB 5.750.000
Belanja yang dikelola
an  berdasarkan
Satuan Biaya (Rp)
OB 340.000,-
OB 420.000,-
OB 500.000,-
OB 570.000,-
OB 670.000,-
OB 770.000,-
OB 860.000,-
OB 1.090.000,-
OB 1.320.000,-
OB 1.550.000,-
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a diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar

= OB 780.000.-
na diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar OB lmm
a diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar OB 3 470,000
as Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar OB 2 810.000,- |
:. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun OB 3,160,000,
3 toiltan OB 3840000
intuk bendahara penerimaan berdasarkan
Bendahara Pengeluaran berdasarkan BTL
|
ran Pembantu, Pembantu bendahara | Satuan Biaya (Rp)
ahara Penerimaan Pembantu
Rp. 100 Juta OB 260.000,
s Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta OB 310.000.- |
s Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta OB 370.000.-
s Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar OB 430.000,-
tas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar OB 500.000,-
s 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar OB 570.000,-
tas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar QOB 640.000,-
A C Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milvar OB §10.000,-
diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar 0B 980.000,-
s Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milvar OB 1.150.000,-
atas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar OB 1.330.000,-
atas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar OB 1.580.000,-
as Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar OB 1.840.000,-
Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar OB 2.090.000,-
Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun OB 2.350.000,-
Rp. 1 triliun OB 2.860.000,- |
k Bendahara Penerimaan Pembantu
: dendapatan yang dikelola.
Penerimaan berfungsi sebagai
men Penerimaan.
' Pengeluaran  Pembantu,
n berdasarkan BTL +
fungsi sebagai Kasir,
atau Pengurus Gaji.
(BTL+BL) sampai
orang Pembantu
Satuan Biaya (Rp)
' 250.000,-
275.000,-
300.000,-
350.000,-
375.000,-
400.000.-

49

Scanned with CamScanner



a diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar

s Rp. 50 Milyar

'd 10 Milyar

s/d 1 triliun

P by P (,
Rp. 5 Milyars/d Rp. 10 Milyar til':
Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar Ol
O
ehankan pada keglatan
hanya bisa dibayarkan honor PIFTK
u kegiatan yang dikelolanya, meskipun
engelola beberapa kegiatan. Besaran
Kan nilai pagu kegiatan pada Honor
 dianggarkan, Jumlah bulan yang
rdasarkan lamanya kegiatan, |
. Satuan
OB
W] OB
.’ OB
L1 OB
g | Satuan
Ol
OB
d 100 Milyar OB
5 OB
rang dapat ditunjuk pada
nilai asset diatas 8 Milyar |
: | Satuan
R el OB
OB
OB
E-:
pat ditunjuk pada

425000,

A50.000,-
475 006,
S00.000,-

Biaya (Rp)

700.000,- |

B00.001),-
1.050.000,-
1.250.000,-

Biaya (Rp)

400.000,

500,000,

600,000,

700.000,-

Biaya (Rp)
250.000,-

350.000,-
450.000,-

550.000,-

anggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa

Biaya (Rp) |  Ket
| Orang
(Maks. Honor
OB 400.000,- | 3 bulan)
OB 400.000,- | 1 Orang,
(Maks. Honor
! | 6bulan)
OB 400.000,- | 1 Orang
(Maks. Honor
B | 9bulan)
400.000,- | 1 Orang

(Maks. Honor

| 12 bulan)

c
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Barang dan  Satua Bi
Unit  Layanan B | Bemp Ket

as Rp. 200 Jutas/d

or 350.000,- Maks 3 org
pdiatas Rp. 300 Jutas/d OoFP 650.000.- Maks 3 org
i diatas Rp. 1 Milyars/d | OP 725.000,- Maks 5 org

B iatas 25 Milyars/d Rp. | OP | 800000 | MaksSorg

ana diatas 5 Milyars d Rp. QP 850.000.- Maks5org
l
engadaan di atas Rp. 10 OP | 1000.000- | Maks7org

E3dls

an Barang dan Kelompok Satuan | Biaya (Rp) Ket

nan Pengadaan (Non

|
s diatas Rp. 200 Juta s/d OF | 200000- | Maks3org
s d OF | /5000~ | Maks3org

fana distas Rp. 500 Ju
Bana diatas Rp. 1 Milvar s/ d I OP | 550.000- Maks > org
dana diatas 2.5 Milyars 'dRp.5| OF | 600.000.- Maks 5 org

Foai—
S diatos 5 Milyars/d Rp- 10 | 700000~ | Maks 5 o3
' ' |

|
dar orP 1
Pengadaan di atas Rp- 10 | OoP :, 850.000.- ‘ Maks 7 org

"Gatwan | Biay2 (Rp) | Ket

- dan Kelompok

radl —____—__-__—_-
Maks 3 org

=
Maks 3 org

Maks 3 org

_-___.___,__—-—-___-‘
Maks 5 org

-
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. 2% Milyr o/ 5 Milyar
Milyar o/ 10 Wity ur
“"‘"/WI oF

Yy A

S Wp, 300 futs o
p. W0 Jwia ofd | o
p. N Juata 8/ d i' Oy
L RF’ Milyar s/ d T o
diatas Rp 25 Milyarsfd | Op
diatas 5 Milyar o/d 0p. 10 Op

aan di atas Pp. 10 oF

AT Unit Pengadaan | Satuzn

OF
OF

+ Hasil | Satuan
goung, 5.4 250 juta I OB
g 20 jutasd | OB
00jutasd | OF

diatas 1 OB

ann Pisik | Satuan |

(150000, |

| 2060000, |

——-

kemwultast /juen | O [ YA,

Wiaya (kp)

YA 15,
yt( ; £ l{ / o

75155,

L0005, |

120000, |

Biaya (Rp) |

1100 £
7KK

' Biaya (Kp)

-

Jo) X% - $nz

—— -
3030000, - 104

BOK -

’5'5"1.-(/-'2. r

Mhaka 5wy

Maks 7 ng

Scanned with CamScanner



asil Pekerjaan/ Pengadaan | Satuan Biaya Ket |
(Rp)
p. 100 Juta s/d Rp. 200 | OP | 280.000,- | Maks3org
Consultansi)
p-200Jutas/d Rp.500 | OP | 390.000 | Maks3org
p. 500 Juta s/d Rp. 1 or 450.000,- | Maks 5 org
5.1 Milyars/dRp.25 | OP | 500.000- | Maks5 org |
‘Milyar s/d Rp. 5 or 550.000,- | Maks 5 org
lyar s/d Rp. 10 OP | 620.000,- | Maks 7 org |
s Rp. 10 Milyar or 725.000,- | Maks 7 or
‘encanaan Satuan Biaya (Rp) |
ta / Paket 250.000,-
ata s/d Rp. 500 /Paket 300.000,-
ta s/d Rp. /Paket 350.000,-
ar s/d Rp. 2,5 /Paket 400.000,-
rs/d Rp. 5 OP 500.000,-
d Rp. 10 OP 750.000,-
| oP 1.000.000,-
rada
7 Satuan Biaya (Rp)
o8 750.000,-
OB 1.000.000,-
OB 1.500.000,- /
OB 2.000.000.- "2
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aket kegiatan apabila sudah
fl‘elaus Pelaksanaan Fisik
an Jasa Pelaksanaan
<a tidak dibentuk lagi Tim
sa Fisik Hasil Pekerjaan
(OB) adalah dalam jangka
paket kegiatan =
nis Pemeriksa Fisik Hasil Satuan Biaya (Rp)
daan Jasa Pelaksanaan
s Rp. 200 Juta Org/Paket 250.000,-
15 Rp. 200 Juta s/d Rp.500 Org/Paket 300.000,-
as Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Org/ Paket 400.000,-
iatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2,5 | Org/Paket 500.000,-
s Rp. 2,5 Milyar s/d Rp.5 Org/Paket 650.000,-
Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Org/Paket 750.000,-
Rp.10 Milyar s/d Rp. 25 Org/Paket 1.000.000,-
. Rp. 25 Milyars/d Rp. 50 | Org/Paket 1.500.000,-
Rp. 50 Milyar Org/Paket 2.000.000,-
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Narasumber Pendampingan

/ Tenaga Ahli untuk Kegiatan Pendampingan pada
pada Standar Biaya yang berlaku pada Instansi
endamping pelaksanaan kegiatan SKPD

asi Penyuluh
nsportasi Penyuluh

Tabel 49
Han Transportasi Penyuluh

3 ~ Satuan Biaya (Rp)
i Penyuluh OB 500.000,-

BUPATI PASAMAN BARAT

LIANTO
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 57 Tahun 2019
TANGGAL : 10 Oktober 2019
TENTANG : Standar Biaya Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2020
G PADA SKPD TERTENTU
a ,. Jorong
Tabel 1
aran Biaya Jasa Bidan Jorong
E Satuan .~ Biaya (Rp)
OB 850.000,-
s Penyemprotan Fogging
etugas Penyemprotan Fogging
Tabel 2
Biaya Jasa Petugas Penyemprotan Fogging
ian | Satuan Biaya (Rp)
mprotan Fogging OH 100.000,-

n Transportasi Dari Puskesmas Ke Jorong dan dari

an Transportasi Dari Puskesmas ke Jorong

Tabel 3
Penggantian Transportasi
3 Satuan Biaya (Rp)
o OF | 85.000,- |
L OH : 75.000.-
OH | 65.000,-
OH 60.000,- |
OH 60.000.- |
i OH 60.000,- |

asi Dari Puskesmas ke Jorong
dalam melakukan kunjungan
promotif, preventif, kuratif,
s dan termasuk kegiatan
I/ AKB yang difokuskan terhadap
_&n tertinggal di wilayah kerja
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nas Aia Gadang dan Puskesmas Lembah Binuang yang
o san ke SKPD di Ibukota Kabupaten diberikan
ru kepada Tabel 3

Kelahiran (DAK Non Fisik Jampersal)
1 hamil/Pasien di rumah tunggu kelahiran

' pendamping ibu hamil selama dirumah tunggu

L kelahiran di kecamatan Rp 10.000.000,-
kelahiran di ibukota kabupaten 20.000.000,-

Dalam Sunatan Massal Rp. 100.000,-/pasien

Minum Pasien
dan minum pasien

Tabel 4

1 belanja Makan dan Minum Pasien = _

Satuan | Biaya (Rp) Keterangan
OH 60.000,- Puskesmas

an dan minum pasien

n dan minum pasien dianggarkan pada Puskesmas
ki dapur umum

fan belanja makan dan minum pasien dialokasikan pada
Kesehatan pada kelompok belanja langsung, jenis
jasa, objek belanja makanan dan minuman,
nakanan dan minuman pasicn

__Satuan Biaya (Rp)
Rumah Tangga 10.000,-
Biaya
700.000,-
e /
2 o
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Kesehatan RI
lan,  maka
tarif  yang
~ Kementerian

/tindakan 950.000,-

tarif  yang
Kementerian

n pelayanan /tindakan 250.000,-

penyesuaian
Kesehatan RI
maka
yang
Kementerian
sbut

klaim pelayanan /tindakan 100.000,-
(pemasangan

erjadi penyesuaian
1 Kesehatan RI
rjalan,  maka
tarif  yang
Kementerian

120.000,-
Lumpsum

1 maternal dari

120.000,-

200.000,-

(mengikuti tarif |
yang berlaku di |
Puskesmas)
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100.000,-

Biaya

2.000.000,-
1.000.000,-
500.000,-
20.000,-

30.000,-

20- 000 o

60.000,-

45.000,-

50.000,-

im Surveyor . kreditasi Puskesmas

Tabel 8
 Ahli Kemenkes RI dan Pendamping untuk
(DAK Non Fisik Akreditasi)

Satuan Biaya (Rp)
/Jam 1.000.000,-
(Max 6 Jam)
/Jam 450.000,- |
(Max 2 Jam)
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)i ;f__— !’Mggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
a Jasa Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular

_ Tabel 9
a Jasa Penanggulangan Penyakit Menular
/raiar | Satuan Biaya (Rp)
- Fewarnaan,  dan | Kali/sleed 3.000,-
(DAK Non Fisik) |
dan Pembacaan | Kali/sleed Mengikuti
Non Fisik) e . harga ril
dan Pembacaan | Kali/sleed Mengikut
[DAK Non Fisik) | harga riil
VA | Kali 25.000,-

srarium Pengelola Aplikasi Sistem Informasi atau
bat dan BMHP

Honorarium Pengelola Aplikasi Sistern Informasi
i Logistik Obat dan BMHP  yaitu 350,000,
2 (DAK Non Fisik)

ugas P-Care FKTP
Petugas P-Care FKTP

Tabel 10
ugas P-Care FKTP

Satuan Bia y_q__(}ig]__
P dengan OB 400,000,-

OB 500.000,-

OB 600,000,

n Tubuh
' Biaya (Rp)
15.000,-

an Tubuh

tubuh merupakan satuan
naan kebutuhan biaya
n bergizi yang dapat
: daya tahan tubuh
5

e
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PNS, THL dan PTT yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor

ggaran belanja makan dan minum penambah daya tahan
dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada
0k belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa,objek
makanan dan minuman, rincian objek belanja

makanan
n penambah daya tahan tubuh
s Kesehatan Lain-lain
Dinas Kesehatan Lain-lain
Tabel 12
_Satuan Biaya Dinas Kesehatan Lain-lain
Uraian Satuan Biaya (Rp)
Tenaga Nusantara | Per Tahun 10.000.00,-
~ Untuk sampel | Per sampel Mengikuti
harga riil
. pelaksanaan /Orang 100.000,-
Penyakit Tidak
Orang 2.500.000,-
Orang 1.500.000,-
Orang 1.000.000,-
OH 45,000,-

n BLUD diatur tersendiri oleh

oleh instansi Pengelola BLUD

standar biaya, BLUD dapat
ditetapkan oleh Pemerintah
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a Pad: Inspektorat
a Jasa pada Inspektorat

Tabel 13
Satuan Biaya Jasa
Uraian Satuan Biaya (Rp)
intan  (yang memiliki Sertifikat OB 2.500.000,-
Akuntan) untuk Pengelolaan
n Daerah

onorarium Tim Penilai Angka kredit Pejabat Fungsional

Tabel 14
Honor Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional
Uraian Satuan Biaya (Rp)
ium Tim Penilai Angka Kredit
Orang/bln 250.000
Orang/bln 150.000
rium Tim Penilai Angka Kredit '
Orang/bln 250.000
Orang/bln 150.000

[im Penilai Angka kredit
Kredit Auditor berasal dari BPKP
Kredit P2UPD berasal dari Inspektorat Propinsi

ang Tim Gratifikasi

Tabel 15
ng Tim Gratifikasi pada Inspektorat
Satuan Biaya (Rp)
/rapat 300.000
/rapat 250.000
/rapat 200.000
/rapat 150.000
/rapat 100.000

kasi paling banyak dilaksanakan
g tim.
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1as ._ Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten

Honorarium
sa, Upah, Honorarium

Tabel 16
aran Biaya Jasa, upah, Honorarium
Uraian Satuan Biaya (Rp)
1aga Kerja
| HOK 80.000,-
HOK 70.000,-
pan anjing liar Ekor 40.000,- |
ilan bangkai anjing Ekor 10.000,-
bangkai anjing Ekor 15.000,-
an destan Liter 25.000,-
rja untuk analisa tingkat HOK 50.000,-
£ Org/sampel 25.000,-
i Kegiatan | Orang/ekor 100.000,-
Jiar dan HE
: Orang/ekor 10.000,-
Orang/ekor 15.000,-
Orang/ ekor 25.000,-
Orang/ekor 20.000,-
Orang/ekor 20.000,-
Orang/ekor 25.000,-
Orang/ekor 25.000,-
Orang/ekor 25.000,-
Org/sampel 12.500,-
! OB 125.000,-
OB 125.000,-
Ha 5.000,-
OH 25.000,-

uatan (IB)
Biaya (Rp) |
25.000,-

o
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~ Pertindakan 50.000,-

Pertindakan 75.000,-

Ekor 25.000,-

ertum (Visum Sampel 25.000,-
Sampel 100.000,-

Jasa, upah, honorarium
/upah harian tenaga kerja dapat diberikan kepada
yang diperintahkan oleh kepala dinas melalui surat

. yang dimaksud point Tabel 16 Nomor 1 meliputi:
an lahan, pembibitan, penananaman, pemupukan,
penyiangan, penyemprotan, panen calon benih
ringan dan pembersihan benih, pengantongan,
bag, dataseling bunga jantan, panen tanaman jantan,
l, pemipilan calon benih dan seleksi tanaman negatif
, upah tenaga kerja harus melengkapi administrasi
ketentuan berlaku

Biaya (Rp)
600.000,-
(lumpsum)
600.000,-
(lumpsum)
50.000,-

50.000,-

50.000,-
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a Bidang Peternakan dan Keswan
um THL Paramedic Veteriner

Tabel 19
rarium THL Paramedic Veteriner

rm [ Sawan | Biaya (Rp) |

m  THL  Paramedik 1.500.000,-
van/1B/PKB/ATR)

1a dan Prasarana Pertanian

r DAK Fisik Bidang Pertanian

;

Bla a(R )

_
e
L |

300.000,-

Scanned with CamScanner



Untuk, Penyuluh Non PNS, Petani, Kelompok,

Biaya (Rp)

5.000.000,-
4.000.000,-
3.000.000 '

6.000.000,-
5 . 000 p OOU e
4.000.000,-

3.000.000,-
2.000.000,-
1.000.000,-

3.000.000,-
2.000.000,-
1.000.000,-
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ad. | _Kemmlm dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
kar ‘dan Pelatihan
"7.;._:_*.-'-'- n dan Pelatthan

i - Tabel 24
ava Pendidikan dan Pelatthan
Satuan Biaya (Rp)

Jat Struktural

Akademis/ 500.000,-

200.000,-
200.,000,-

300.000,-

200.000,-
200.000,-
200.000,-

200.000,-

200.000,-
25.000,-
15.000,-

3.400.000,-

200.000,-
400.000,-
600.000,-
1.500.000,-

200.000,-
180.000,-
200.000,-

4.000.000,-
2.500.000,-
700.000,-
300.000,-

150.000,-

At Cosl /

12
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PP

At Cost
Perorangan 6.000.000,-
Perorangan 3.500.000,-
Perorangan 2.000.000,-
Paket 1.000.000,-
< lokus /instansi terkait Paket 250.000,-
msi pada pembukaan Paket 1.500.000,-
‘ endi_marking
1@19115/ Pemda lokasi Paket 1.000.000,-
onal Diklat Teknis Paket 2.500.000,-
agi Camat
arium Sidang/Rapat
Jang Sidang/Rapat
Tabel 25
Besaran Biaya Uang Sidang/Rapat
Satuan Biaya (Rp)
rapat/hari 400.000,-
rapat/hari 300.000,-
rapat/hari 250.000,-
rapat/hari 125.000,-
rapat/hari 100.000,-
rapat/hari 75.000,-
rapat/hari 750.000,-
rapat/hari 700.000,-
rapat/hari 200.000,-
rapat/hari 150.000,-
rapat/hari 400.000,-
mat/ hari 300.000,-
13
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OH 100.000,-
OH 125.000,-
OH 75.000.-
OH 75.000,-
OH 75.000,-
OH 75.000,-
OH 700.000,-
OH 75.000,- |

hmggaraan pendidikan dan pelatihan
dikan Dasar CPNS dapat mempedomani

. .

ministrasi Negara sebagai batas biaya tertinggi

bangan kompetensi SDM pola kontribusi dan
ani Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang
kompetensi sumber daya manusia pola kontribusi
ertinggi

Pemerintahan Bagi Camat dapat mempedomani
64 Tahun 2013 tentang jenis dan tarif atas jenis
: ‘yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri

Sekolah Tinggi Transportasi Darat dapat
Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan
can pajak yang berlaku pada kementerian
ditetapkan Kementerian Perhubungan

ertinggi
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Pendidikan

~ Tabel 28
1an Biaya Dinas Pendidikan
Satuan Biaya (Rp)
oal kegiatan
: Org/bdg studi 150.000,-
puatan bahan
s Ujian Org/hari 150.000,-
sa hasil Eksemplar 500,-
] OK 1.000.000;-
Rayon
Org/kegiatan 400.000,-
Org/kegiatan 350.000,-
Org/kegiatan 300.000,-
Org/kegiatan 350.000,-
Org/kegiatan 300.000,-
Org/kegiatan 250.000,-
Org/ kegiatan 200.000,-
/kegiatan 400.000,-
iatan 350.000,-
300.000,-
300.000,- |
i
|
2.000.000,- |
1.500.000,- |
1.000.000,- ‘
1
3.000.000.-
2.500.000,-
2000000~/
16
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Orang 1.500.000,-
Orang 1.000.000,-
Orang 500.000,-
Orang 7.500.000,-
Orang 6.000.000,-
Orang 4.500.000,-
Org/Bulan 1.000.000,-
Org/Bulan 850.000,-
Org/Bulan 750.000,-
Org/Bulan 650.000,-
Org/Bulan 650.000,-
Org/Bulan 500.000,-
Org/Bulan 300.000,-
oJp 15.000,-
75.000)"

500,-

250.000,-

50.000,-

yang bersangkutan
melampirkan  surat
ar diluar jom
SPJ lainnya ;

S

17
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lalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
falian Penduduk dan Keluarga Berencana

30

enduduk dan Keluarga Berencana
Satuan Biaya (Rp)
OH 75.000,-
Korban OH 75.000,-
Sportasi  dan | Disamakan dengan lampiran
Il Angka 14
OB 75.000,-
OB 65.000,-
ata Keluarga KK 1.000,-
n Kontrasepsi
OH 300.000,-
OH 150.000,-
OH 150.000,-
/ Akseptor 75.000,-
/ Akseptor 75.000,-
- kegiatan KB dari OH 60.000,-
dari daerah OH 100.000,-
(rapat, bintek,
Baru:
Paket 5.000.000,-
4.000.000,-
3.000.000,-
2.000.000,-
1.000.000,-
500.000,-
1.000.000,-
800.000,-
700.000,- |
1.000.000,-
750.000,-
600.000,-
500.000;- |
| 350.000,-
| 4.000-
|
| |
300.000,-

/

19
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an psikologi korban tindak | Pendams; -

P perempuan dan anak ik Bl
Kontrasepsi

Paket 5.000.000,-

Paket 4.000.000,-

Paket 3.000.000,-

Paket 2.000.000,-

Paket 1.000.000,-

pelayanan KB pasca Org/bln 150.000,-
asca keguguran

luh Keluarga Berencana RS 150.000,- |

20
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ng Praja
Tabel 31
Biaya Satpol PP
Satuan Biaya (Rp)
OB 3.750.000,-
OB 100.000, I
OB 300.000,
OB 300,000, -
ik (Binsik) OB 300.000,
ota Marching Org/ 100.000,
penampilan
ikan peralatan Paket/ Th 10,000,000, -
/perkara 600,000,
/perkara 600,000,
/perkara 500.000,-
/perkara 500.000,-
OH 50.000,-
untuk  Anggota OK 25.000.-
OH 150.000,-
PPorsi 20.000,-
Rapat/hr 250.000,-
Rapat/hr 225,000,
Rapat/hr 200.000,-
Rapat/hr 175.000,-
Rapat/hr 150.000,-
Rapat/hr 125.000,-
Rapat/hr ~100.000,-
Lapangan OB 400.000,-
Regu (Danru) oB 300.000,-
. Tubuh OH 15.000,-
Tubuh OH 15.000,-
dan
Tahan Tubuh /
tubuh merupakan satuan biaya o,

kebutuhan biava pengadaan
pat menambah/ meningkatkan/
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faya tahan tubuh PNS, THL dan PTT yang diberi
ungsi kantor di malam hari.

dan minum penambah daya tahan tubuh

masing-masing SKPD pada kelompok belanja
ang dan jasaobjek belanja makanan dan

elanja makanan dan minuman penambah daya

il Pemadam Kebakaran
Tabel 32
ik Unit Mobil Pemadam Kebakaran
ayak ' Besaran

60 Liter

70 Liter
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lolaan Keuangan Daerah
ngelolaan Kevangan Daerah

Tabel 33
Satuan Blaya BPKD

Uraian | Satuan | Biaya (Rp) |

Administrator Sistem O 1000000 -
pan Dacrah = | J

opi Informasi untuk OB 3000 0683 -
n dan Analisis 5 i | ]

untuk Pengelolaan OB 2.500.000) -
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n Pendapatan Daerah
im Badan Aset dan Pendapatan Daerah

Tabel 34

ar Bi‘aya Honorarium BAPD

. Satuan | Biaya (Rp) _
SIMDA BMD | OB _ 500.000,- |
lasi BAID OB 150.000,-
' og: Informasi untuk OB 3 000.000 -
1 dan Analisis .
Pelaksana Kegiatan |

Pajak  Daerah |

/ Kegiatan 2.500.000.-
/Keglatan 2.000.000,-
/ Kegiatan 1.500.000,-

Milik Daerah

' Satuan _ Biaya (Rp)
Rapat/hari | 200.000,-
‘Rapat/hari } 175.000,-

ipat/hari 150.000.- |
ipat/hari | 125.000,- |
pat/hari 100.000) -

rangka meneliti usulan
Daerah paling banvak
setiap 1 (satu)

usulan

24
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3.000.000,-

2.000.000,-

1.000.000,-

tik 500.000,-

6 Paragraf 50.000,-

6 Paragraf+ 100.000,-
Foto

> 6 Paragraf 30.000,-

>6 Paragraf+ 70.000,-
Foto

/Tayang 1.500.000,-

/Tayang 250.000,-
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Biaya (Rp)

1.500.000,-
Org 1.500.000,-
Org 1.500.000,-
Org 800.000,-
Org 700.000,-
OK 1.000.000,-
oK 850.000,-
OK 700.000,-
‘Nagari
OK 2.000.000,-
OK 1.500.000,-
OK 1.000.000,-
Nagari,
Set(buku/rak/ 6.000.000,-
komputer)
Set(buku/rak/ 5.000.000,-
komputer)
Set(buku/rak/ 4.000.000,-
komputer)
Set(buku/rak/ 3.000.000,-
komputer)
Set(buku/rak/ 2.000.000,-
komputer)
Set(buku/rak/ 1.000.000,-
| komputer)
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300,000,

'mumr

1,400,000,

O 100,000,

hoks 600,
bokn 600,
berkay 300,
berkas 600,
O] 100.000,-
Org/ Keg, 2.000.000,-
Org/ Keg, 2.500.000,-
Org/ Key, 2.000.000,-
Org/ Key, 2,000,000,
Org/Keg, | 2000000,
Orang/ Buku 1.500.-

Berkay 600,
Berkas 1,500,

15.000,-

600,
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